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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setfiap instansi
pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara juga memiliki
kewaqjiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalom rangka
penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, maka perlu
menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe
Utara memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya
Pimpinan Instansi pemerintah perlu menyusun Rencana Tindak Pengendalian
(RTP), Rencana tindak pengendalian intern merupakan uraian tentang
bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai
tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijokan dan prosedur untuk
meminimalkan risiko.

Penyusunan rencana findak mengacu kepada lima unsur pengendalian
intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern
diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem
pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengendalian intern dapat
disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur
organisasi dan praktik bisnis organisasi.

Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan
sistem pengendadlian intern yang akan menjadi fitk folok dalam
pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah.

Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Dinas
Perhnubungan memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan
menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe
Utara.

Wanggudu, 03 Januari 2023
1 '- Penanaman Modal
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Pendahvuluan =

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008,
makaunit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi
terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan
dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik
untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan
organisasi.

SPIP itu sendiri merupakan proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memastikan bahwa program/kegiatan dilaksanakan secara

efektif dan efisien, pelaporan keuangan handal, pengamanan aset negara,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
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Penilaian Risiko di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ini disusun sebagai upaya
mengintegrasikan antar SPIP dan antar sub unsur Penilaian Risiko sehingga
waqjib diselenggarakan, dengan harapan dapat mendorong Instansi
Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.

SPIP terdiri 5 (lima) unsur yaitu: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian
risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e)
pemantauan pengendalian Intern. Penerapan lima unsur ini dilaksanakan
menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.
Berdasarkan pengalaman selama ini, terlihat bahwa penilaian risiko
merupakan satu unsur terlemah dari unsur SPIP. Lemah baik dalam metodologi
maupun dalam implementasinya. Metode analisis risiko belum banyak
dikembangkan di dalam SPIP. Demikian pula lemah dalam implementasi yang
mencakup komponen identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko, pengelolaan
maupun pemantauan risikonya.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara waijib
menyelenggarakan kebijokan SPIP yang secara ferintegrasi ke dalam
kegiatan dan findakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten
Konawe Utara.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud
pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas
pokok pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu
Satu  Pintu  Kabupaten Konawe Utara. Rencana  Tindak Pengendalian
merupakan uraian mengenai rencana tindak (action plan) penguatan

SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian

maupun infrastruktur  kebijokan pengendalion atas pelaksanaan tugas
pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu

Kabupaten Konawe Utara. Sehingga diharapkan dapat mendu
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1.2

isi  Dinas Penanaman Modal dan

clayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Dinas

Perhubungan Kabupaten Konawe Utara didasarkan pada :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

?)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014;

11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
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Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019;
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Pengawas Keuangan dan Pembangunan
epublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan
Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

13) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Nomor S-354/Satgas PP SPIP/2014 tanggal 30

Desember 2014;

14) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Evaluasi SPIP Nomor 20 Tahun
2013 tanggal 25 Juni 2013;

15) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Control
Environment Evaluation (CEE) Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013;

16) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self
Assessment (CSA) Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013;

17) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Bimbingan Teknis
Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tanggal
7 Februari 2013;

18) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pembimbingan dan Konsultasi
SPIP Nomor PER-148/K/2012 tanggal 22 Februari 2012;

19) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  Nomor PER-1633/K/JF/2011
tanggal 27 Desember 2011;

20) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Penyusunan Desain
Penyeelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-
687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012;

21) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di
Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei
2012;

22) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di  Lingkungan Instansi
Pemerintah Nomor PER-689/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012;

23) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-
690/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012;
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engendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2011 Nomor
PER-852/K/2011 tanggal 18 Juli 2011;

25) Peraturan Kepala BPKP Tentang Petunjuk Teknis Pemetaan dan Perbaikan
Sistemm Pengendalian Intern Insstansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011
Nomor PER-853/K/2011 tanggal 18 Juli 2011;

26) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemetaan Terhadap
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan
Instansi Pemerintah Nomor PER-500/K/2010 tanggal 13 Juli 2010.

1.3 TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN INDIKATOR KEGIATAN

Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah
meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum dan sumber
daya aparatur yang handal dan akuntabel.

Sasaran kegiatan adalah untuk meningkatnya kualitas pelayanan
/operasional administrasi umum dan pelayanan publik. Indikator kegiatan
adalah jumlah pelayanan administrasi umum dan pelayanan publik yang
diproses.

Adapun tujuan penyusunan penilaian risiko pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah:
o memberikan gambaran profil risiko pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

. memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan
kegiatan Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara;

. memberikan saran masukan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe
Utara mengenai penanganan risiko di lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara; dan

. Peningkatan Pelayanan Publik, Kinerja dan Percepatan Administrasi;




dan kegiatan;
Membangun Infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya pada unsur

penilaian risiko.

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe

Utara sebagai berikut :

1.

Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh
hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan
lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan
tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Konawe Utara;

Menjadi dasar dalam membangun dan mengimplementasi infrastruktur
pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran
kemajuan penyelenggaraan SPIP, serta dasar pemantauan yang

berkelanjutan.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Tindak Pengendalian ini difokuskan pada hal-hal

sebagai berikut :

a.

Pengendalian atas kegiatan-kegiatan strategis dalom  rangka
pencapaian tujuan utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Pelibatan seluruh unsur pimpinan dan staf pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
Pengendalian intern atas pelaksanaan program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2022.

Ruang lingkup Penilaian Resiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara meliputi seluruh bidang yang
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u Kabupaten Konawe Utara, yaitu :

an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

1. Sekretaris, membawahi :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan
membawahi :
a. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan
Informasi Penanaman Modal membawahi :
a. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan
membawahi :
a. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal membawahi :

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5 METODOLOGI

Metodologi yang digunakan untuk menilai risiko:

1.  Pemahaman proses operasional
Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko baik pada tahap
identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif,sedangkan teknik yang
digunakan adalah brainstorming dan Focus GroupDisscussion yang
melibatkan seluruh seksi/sub seksidan karyawan yang ada di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Konawe Utara.

2. ldentifikasi kelemahan pengendalian intern
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nengidentifikasi risiko yang akan dikelola
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara. Dalam tahapan ini, Tim menggali risiko yang
akan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan mengidentifikasi apa,

mengapa, dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi.
3. Teknik penilaian risiko :

- Menetapkan konteks;

. Mengidentifikasi risiko;

. Menganalisis dan mengevaluasi risiko; dan

. Menangani risiko.

Dalam Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian
Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi di atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat
diartikan sebagai mekanisme pengendalian yang ditetapkan dan disepakati
oleh seluruh unsur pimpinan dan staf yang penyelenggaraannya terintegrasi
dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari secara berkesinambungan guna
mencapai fujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara
melaksanakan kegiatan secara efekilif dan efisien, menjaga dan
mengamankan aset negara/daerah, menjamin tersedionya laporan
keuangan dan laporan kinerja yang andal, patuh terhadap peraturan
perundang-undangan, meminimalkan dampak negatif keuangan/kerugian,
penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran atas aspek

kehati-hatian.
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Gambaran Umum DPMPTSP
Kabupaten Konawe Utara

2.1 STRUKTUR ORGANISASI
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a.

Susunan organisasi  sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara terdiri atas

Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai  tugas memimpin,  membing,

mengkoordinasikan, merencanakan  serta  menetapkan kebijakan

dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua

kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta

bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Sekretariat.

o Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

dinas.
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eorang sekretaris  yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas;
pembinaan dan pemberian layanan administrasi
pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya
manusia aparatur,  keuangan,  kerumahtanggaan  dan
dokumentasi dinas;

pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata
laksana kerja sama dan hubungan masyarakat dinas;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan
dan bantuan hukum;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuvangan.

Sub Bagian dipimpin oleh  Kepala Sub  Bagian  yang
berada dibawah dan bertanggung jowab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas melaksanakan  koordinasi  penyiapan  bahan
penyusunan rencana, program serta melaksanakan
administrasi keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan
anggaran, penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan
aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub  Bagian Umum dan  Kepegawaian mempunyai
tugas  melaksanakan koordinasi  urusan umum  dan
kepegawaian, kerumahtanggaan,  kerjasama, hubungan
masyarakat  dan dokumentasi, penataan  organisasi,

penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pengelolaan sistem informasi kepegawaian.
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gembangan lklim dan Promosi Penanaman

Modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan  Iklim  dan Promosi

Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, penyusunan

perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal,
serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;

Bidang Perencanaan, Pengembangan |klim dan Promosi

Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan

Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana  umum,
rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun
wilayah;

. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim
penanaman modal mencakup deregulasi dan
pemberdayaan usaha lingkup Kabupaten Konawe Utarag;

" Penyusunan rencana dan pelaksanaan  kegiatan promosi
penanaman modal;

= Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesudi
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi

Penanaman Modal terdiri  atas  Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok lJabatan Fungsional merupakan sub  koordinator yang

berada dibawah dan bertanggungjowab kepada Kepala Bidang

Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi

Penanaman Modal.
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"aan Penanaman Modal dan Informasi

Penanaman Modal mempunyai  tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, penyusunan

perencanaan, Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan

Informasi Penanaman Modal, serta pembinaan dan pengawasan

tenaga fungsional;

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman  Modal dan  Informasi  Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi :

" Pelaksanaan  pemantauan realisasi penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan
kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan
kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal;

" Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan  system
informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman
modal;

. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi

Penanaman Modal terdiri atas :

a) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modaldan Informasi Penanaman Modal.

Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman  Modal

mempunyai fugas
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data dan pelaporan perizinan dan
non perizinan penanaman modal;

" Melokukan pembangunan dan pengembangan system

informasi penanaman modal;

. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sub koordinator yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan  Informasi

Penanaman Modal.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizhan dan  Non
Perizinan mempunyai fugas melaksanakan penyusunanrencana dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan pelayanan  perizinan
dan non perizinan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga
fungsional;

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizihan dan  Non
Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jowab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang  Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Non Perizihan menyelenggarakan fungsi :

. merumuskan kebijokan pelayanan, perizinan, dan non
perizinan;

. memproses perizinan dan pelayanan, dan non perizinan;

" menyusun dokumen laporan pelaksanaan, perizinan dan non
perizinan;

. melaksanakan  koordinasi  pelayanan,  perizihan, dan  non
perizinan dengan pemerintah pusat, pemerintah

kabupaten/kota, dan skpd teknis lingkup pemerintah

daerah provinsi sulawesi tenggara;
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merencanakan, mengolah,
mengumpulkan, merumuskan,  mengidentifikasi, memverifikasi,
memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring,
merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan,
memeriksa, penanganan, pengaduan dan informasi pelayanan
perizinan dan non perizinan serta sosialisasi penyuluhan kepada
masyarakat dalom penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
non perizinan.

. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,
memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah,
memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran  terhadap
mutu  layanan, merumuskan mutu standar layanan mengolah,
mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data,
mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan
sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan
administrasi  serta  peningkatan layanan, menciptakan (inovasi)
pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan
perizinan dan non perizinan terjangkau, murah,  transparan,
serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;

. pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinhan dan  Non Perizinan

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan  Fungsional merupakan sub koordinator yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

mempunyai tugas merencanakan, merumuskan mengkoordinasikan,

mengevaluasi dan memonitoring penanganan pengaduan, kebijakan
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sertd” pembinaan dan pengawasan tenaga

fungsional;

Bidang Pengaduan, Kebijokan dan Pelaporan Layanan

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di  bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan

dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi

Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengolah,
mengumpulkan, merumuskan,  mengidentifikasi, memverifikasi,
memimpin,  mengkoordinasi, mengevaluasi,  memonitoring,
merancang, menyusun,  menindaklanjuti, mendokumentasikan,
memeriksa, penanganan, pengaduan dan informasi pelayanan
perizinan dan non perizinan;

Melaksanakan,  merencanakan, mengumpulkan, merumuskan,
mengolah, mengidentifikasi, memverifikasi, mermmpm,
mengsimplikasi, mengsinkronisasi, mengkoordinasi, mengevaluasi,
memonitoring, penyusuan kebijakan, harmonisasi dan pemberian
advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat
dalam penyelenggaraan perizihan dan non perizinan;

Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,

memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah,
memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran
terhadap mutu  layanan, merumuskan  mutu standar
layanan mengolah,  mengoperasionalkan, menginput,
mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan

layanan, pembangunan sarana  dan  prasarana infrastruktur
jaringan layanan dan dukungan administrasi serta
peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola  layanan
Menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non
perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya

produk layanan yang efisien dan efektif.

Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsio
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yang diberikan oleh Kpala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan terdiri

atas Kelompok Jabatan  Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sub koordinator yang

berada di bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala

Bidang Pengaduan, Kebijokan dan Pelaporan Layanan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri  dari  sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan  fungsional
sesuai dengan bidang keahliannya.

. KelompokJabatan Fungsional diberikan tugas Jabatan  dan
fungsi koordinasi melalui Kelompok Sub Substansi.

. Untuk menjalankan  tugas dan  fungsi Kelompok Sub
Substansi di Lingkungan Dinas ditunjuk Sub Koordinator.

. Sub Koordinator membantu pimpinan dalam penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan

evaluasi, serta pelaporan padasatu kelompok subtansi  masing-

masing pengelompokan uraian tugas.
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2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.
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Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun
2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai
berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu

merupakan unsur  pelaksana urusan  pemerintfahan  yang menjadi

kewenangan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jowab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a) penyusunan kebijakan dibidang penanaman modal daerah;

b) penyelenggaraan pelayanan perizihan dan  non  perizinan
terpadu satu pintu;

c) pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi  terkait maupun
dengan berbagai tingkatan pemerintahan;

d) penyusunan rencana dan program skala prioritas  dalam
rangka pengembangan penanaman modal di  kabupaten

konawe Utarayang meliputi, pengembangan iklim penanaman

modal, kerjasama dan promosi potensi daerah;




dan pengawasan  penanaman

modal;

f)  penerbitan persetujuan, rekomendasi, fasilitas, pelayanan
perizihan dan non perizinan, dibidang penanaman modal sesuai
kewenangan;

g) pembinaan teknis baik kepada penanaman modal maupun
kepada aparat penanaman modal kabupaten;

h) Mengadakan kerjasama pelaksanaan  program Pelayanan
Perizinan terpadu  bersama instansi  pemerintah, lembaga non
pemerintah dan masyarakat;

i) pelaksananan urusan kesekretariatan dinas;

) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi Dinas.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA 2021 - 2026

Visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

Kabupaten Konawe Tahun 2021 — 2026 terpilih adalah :

e

pernyataan Visi diatas selanjutnya disingkat dan dipopulerkan
dengan istilah KONASARA lJilid 2, dengan kandungan makna utama
pada dua pokok kata yang membentuknya, yakni kata “Lebih Sejahtera”
dan kata “Berdaya Saing”. Lebih Sejahtera : Sebuah keadaan atau
kondisi idaman di masa depan dimana setidak-tidaknya kebutuhan
sosial dasar masyarakat konawe utara, baik sebagai mahluk individu

maupun sebagai mahluk sosial, dapat terpenuhi secara layak dan

memadai. Sebagai mahluk individu pada kondisi tersebut, kebutuhan

warga masyarakat konawe utara akan sandang, pangan dan pa
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dimaksud, warga masyarakat konawe utara dapat menikmati rasa
keadilan, keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan
sehari-hari. Berdaya Saing : Sebuah keadaan atau kondisi idaman
dimasa depan dimana warga masyarakat konawe utara memiliki nilai
tambah serta keunggulan-keunggulan kompetetif dan komparatif untuk
exist dan berkembang dalam konteks kompetisi sosial ekonomi dan sosial
budaya pada tingkat lokal, regional, nasional dan bahkan pada tingkat
internasional.

Gambaran ideal seperti diatas dimungkinkan terwujud mengingat
Konawe Utara selama ini dikenal sebagai salah satu daerah di Sulawesi
Tenggara dengan potensi sumberdaya alam yang dapat diakses oleh
masyarakat dan relatif sangat melimpah pada sektor-sektor pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta pertambangan.
Beberapa potensi sumberdaya alam tersebut, secara kualitatif maupun
kuantitatif  menunjukkan adanya nilai  lebih  dibanding potensi
sumberdaya alam sejenis di daerah lainnya di Sulawesi Tenggara.
Nilai  lebih tersebut terutama berkaitan dengan volume potensi
sumberdaya alam yang sangat besar serta memiliki jarak ekraktif dan
eksploitatif yang dekat.

Dengan demikian, akselerasi pembangunan daerah, pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi serta perkembangan sosial ekonomi
masyarakat di daerah ini relatif lebih terbuka dan lebih cepat dibanding
daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu diperlukan upayao-
upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan
sumberdaya daya yang fersedia melalui peningkatan nilai tambah,
dalom upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. Dimana merupakan kondisi terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan

pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan situasi keamanan

yang kondusif.
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B. MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA 2021 - 2026
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Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Utara periode Tahun 2021 - 2026 merumuskan misi dengan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
Konawe Utara;

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan daya saing
ekonomi daerah;

Mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam;
Mendorong reformasi birokrasi, pelayanan publik dan tata kelola
Pemerintahan Desa;

Meningkatkan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
Mendorong gerakan sosial  untuk membangun peradaban
masyarakat Konawe Utara yang bertumpu pada agama dan
kebudayaan lokal.

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemenuhan
kebutuhan dasar;

Ketimpangan hasil-hasil  pembangunan  terutama  pada
penyediaan dan kelengkapan infrastruktur dan kebutuhan dasar di
wilayah kabupaten menjadi fenomena penyebab munculnya misi
pertama pembangunanKabupaten Konawe Utara. Hal ini dapat
dilihat pada rata-rata Indeks Pembangunan Desa (IPD)
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 sebesar 48,40 atau yang
terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara setelah Kabupaten

Konawe Kepulauan. Dengan jumlah desa yang ada adalah 135

desa yang terdiri dari 61,48 dalam kategori desa tertinggal, 38,52
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bang, dan tidak ada desa mandiri. Indeks ini
dibangun berdasarkan 5 (lima) dimensi yaitu pertama Pelayanan
dasar, kedua Kondisi infrastruktur, ketiga Aksesibilitas/ transportasi,
keempat Pelayanan publik, dan kelima Penyelenggaraan
pemerintahan. Ketimpangan yang cukup lebar antar wilayah di
Kabupaten Konawe Utara disebabkan karena intensitas kegiatan
ekonomi masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas,
terpusat pada wilayah perkotaan Wanggudu.

Penyebabnya adalah karena masih belum tersedianya
infrastruktur dan kebutuhan dasar yang memadai, terutama di
wilayah pedesaan.

Pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar
secara merata merupakanfaktor yang penting untuk mendorong
koneksitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan
menjadi salah satu faktor pentingpenentu pertumbuhan ekonomi
dan daya saing. Penyediaan infrastrukur dan kebutuhan yang
berkualitas akan menurunkan biaya fransportasi dan biaya logistik
sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat
gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan.

Penyediaan infrastruktur dan kebutuhan dasar pedesaan yang
berkualitas secara merata, linear dengan sektor unggulan
Kabupaten Konawe Utara. Sejalan dengan agenda utama
“POMBEHAWA" (Poros Pembangunan Ekonomi  Holistik  Berbasis
Kawasan). Dengan demikian, pillhan  utama penyediaan
Infrastruktur dan kebutuhan dasar tidak bisa tidak harus berada
pada wilayah-wilayah pedesaan. Dengan demikian kuantitas dan
kualitas intensitas ekonomi akan mengalir dari dan ke desa. Dengan
demikian terjadi penurunan biaya transportasi dan biaya logistik

sehingga dapat meningkatkan dan mempercepat gerak ekonomi

di Kabupaten Konawe Utara.
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ekonomi untuk  peningkatan
kesejahteraan masyarakat;

Misi mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui
peningkatan pemanfaatan dan nilai tambah dari potensi sumber
daya alamberbasis sektor unggulan pada masing - masing kawasan
(Agenda POMBEHAWA) dengan meningkatkan produksi dan
produktivitas pertanian tanaman pangan, perkebunan, kelautan,
perikanan, mineral dan bahan galian serta kehutanan. Selanjutnya
pembangunan sarana penunjang perekonomian untuk menarik
investasi di daerah. Usaha - usaha tersebut diharapkan dapat
meningkatkan perluasan lapangan kerja dan mengurang tingkat
pengangguran.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Konawe Utara relatif
masin berada pada papan bawah kabupaten/kota lainnya di
Sulawesi Tenggara. Indikasinya adalah nilai Indeks Pembangunan
Manusia yang hanya berada pada urutan ke 6 dari 17
kabupaten/kota Sulawesi Tenggara. Masih rendahnya nilai IPM
Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kondisi pendidikan,
kesehatan dan ekonomi yang juga masih rendah. Sehingga
peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan,
Pendidikan dan dergjat kesehatan masyarakat adalah  sarana
untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Konawe Utara, efektifitas dan efesiensi penyelenggaran pendidikan
dan pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan.

Pembangunan manusia yang religius, berbudayaq,
berketerampilan, dan berprestasi;

Sikap mental dan keterampilan masyarakat berperan penting
dalam pembangunan manusia. Penyediaan infrastruktur dan
kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi hanya

dapatmenstimulan  peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Arfinya sikapmental masyarakat, yang merupakan
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' rkebudoyoondcn norma keagamaan
menjadi pondasi bagi perubahan peradaban masyarakat di
Kabupaten Konawe Utara. Kegiatan keagamaan merupakan
stimulan landasan hidup dan pola pikir masyarakat dalam
pembangunan. Demikian pula sumber daya manusia lebih bernilai
jika memiliki priloku dan keterampilon yang sesuai dengan
kompetensi daerah sehingga dapat menghasilkan perubahan pada
dii  manusia. Dengan demikian menjadi  Misi Keempat
pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Berbagai upaya akan
dilakukan untuk mengubah sikap mental dan spiritual keagamaan
serta keterampilan masyarakat, yang ditengarai di Tahun-Tahun
akhir ini mulai melemah dan mengendur. Beberapa upaya
pembangunan manusia ini bertujuan : 1) Membentuk sumber daya
manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang
berlandaskan  nilai-nilai  agama, jujur  dan  bertakwa;  2)
Meningkatkan seni dan kebudayaan berbasis kearifal lokal; 3)
Pelatihan keterampilan bagi masyarakat; 4) Peningkatan peran dan
prestasi pemuda.
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
Pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung
dan daya tampungnya menjadi sangat penting. Penyediaan
ruang menjadi sebuah keharusan, sebagai  konsekuensi
munculnya misi pertama dan kedua pembangunan Kabupaten
Konawe Utara. Konsentrasi pengelolaan sumberdaya akan
diarahkan pada konsep pembangunan yang memenuhi syarat
ekologis dan ekonomis, secara bersamaan melalui
penyelenggaraan penataan ruang.
Beberapa upaya yang harus dilokukan bermuara pada
efektifitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang,
yang tercermin dari meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan,

meningkatnya pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan,

meningkatnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan pul
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ba

gan pariwisata, serta  meningkatnya
penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kawasan strategis
kabupaten.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik;
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur,
bersih, dan prorakyat sebagai pengimplementasian prinsip-prinsip
dasar good governance. Jika prinsip-prinsip  dasar good
governance dapat dimplementasikan dengan baik, maka
indikasinya  minimal adalah; 1) meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan 2)
meningkatnya kualitas pelayanan publik. Birokrasi pemerintahan
daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja
aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan.
Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang
baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah
daoerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik,
bertanggung jawab, serta menguasai iimu pengetahuan dan
teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang
bersih, transparan, profesional, dan efekfif dalam menjalankan
tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin  kinerja
pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta
menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalom rangka menuju Konawe Utara yang sejahtera dan
beradab maka pemerintah Kabupaten Konawe Utara akan
melakukan upaya pemerataan pembangunan daerah pada
sektor - sektor prioritas dan kewilayahan yang dilaksanakan secara
terpadu berdasarkan potensi sumberdaya alom dan karakter sosio-
kultural serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032. Agenda ini

akan dilaksanakan dengan pendekatan “Poros Pembangunan

Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan” yang disingkat dengan
istilah “POMBEHAWA”. Dalam konteks ini meliputi :
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2)

3)

4)

cakup wilayah Kecamatan Wiwirano,
Kecamatan Landawe dan Kecamatan Langgikima. Orientasi
Pembangunan ekonomi pada poros kawasan Landawe
difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk
dalom urusan pilihan di bidang energi dan sumberdaya
mineral, bidang perindustrian, bidang pertanian  sub
perkebunan dan hortikultura, serta bidang transmigrasi.

Poros Walalindu, mencakup wilayah Kecamatan Oheo,
Kecamatan Asera, dan Kecamatan Andowia. Orientasi
Pembangunan ekonomi pada poros kawasan Walalindu
difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk
dalam urusan pilihan di bidang pertanian pada sub sektor
tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura
serta sub sektor peternakan. Kawasan ini ke depan diandalkan
akan menjadi sentra pengembangan padi sawah dan
peternakan rakyat.

Poros Wanggudu, Mencakup Kecamatan Asera. Orientasi
Pembangunan pada poros kawasan Wanggudu difokuskan
pada kegiatan pembangunan berbagai fasilitas publik dan
prasarana perkotaan. Difokuskan bagaimana menjadikan
kawasan perkotaan Wanggudu sebagai pusat
pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan,
kebudayaan, dan perdagangan jasa.

Poros Wawolesea, mencakup wilayah Kecamatan Lasolo,
Kecamatan Wawolesea, Kecamatan Lasolo Kepulauan, dan
Kecamatan Molawe. Orientasi Pembangunan ekonomi pada
poros kawasan Wawolesea difokuskan pada kegiatan
pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan  di
bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang

perdagangan, dan bidang pertanion pada sub sektor

perkebunan dan hortikultura.




nmencakup wilayah Kecamatan Lembo,
Kecamatan Sawa, dan Kecamatan Motui. Orientasi
Pembangunan ekonomi pada poros kawasan Wawoluri
difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk
dalam urusan pilihan pada bidang kelautan dan perikanan,
bidang pertambangan, bidang kehutanan, serta bidang

pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PERIZINAN DAN PTPSP

Tujuan merupakan penjabaran dari visi misi serta faktor-faktor

penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun
dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang
kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi
arah perjalanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan kreteria yang mudah
dipahami.

Pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memerlukan tujuan dan
sasaran. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah Mewujudkan keadilan sosial dan
nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan
daya saing ekonomi. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah
meningkatnya investasi daerah dengan indikator kinerjanya yakni
pertumbuhan invetasi PMDN dan PMDA.

Penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-
2026 adalah sebagai berikut :
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Meningkatkan Mutu layanan

Penyedian layanan yang mudah, cepat dan murah saat ini
sudah menjadi tuntutan masyarakat, untuk itu sebagai Instansi
layanan sudah seharusnya meningkatkan mutu layanan kepada
masyarakat. Hal ini penting guna menarik minat masyarakat dan
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengurus legalitas setiap
usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan didaerah ini. Untuk itu
peningkatan mutu layanan harus dilakukan pada aspek, mulai dari
perbaikan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana
hingga perangkat pendukung layanan lainnya.
Sumber Daya Manusia

Rendahnya kudalitas Sumber Daya Manusia merupakan salah
satu faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan publik yang
diiberikan, meskipun dari segi tingkat pendidikan SDM yang dimiliki
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara sebagian besar Strata satu dan dua,
namun dari sisi kemampuan pemberian layanan masih terbatas.
Khusunya pada tenaga petugas layanan (front office) yang masih
membutuhkan pelatihan dalom penyelenggaraan pelayanan
perizinan berbasis online seperti Online Single Submission (OSS) dan
SiCantik Cloud. Apalagi sistem pelayanan online tersebut tiap tahun
mengalami  pembaruan atau update aplikasi. Hal ini perlu
mendapat perhatian yang serius dengan cara meningkatkan SDM
melalui pemberian pelatihan-pelatihan dan pendidikan baik formal
maupun non formal. Selain itu dalom kegiatan penilaian mandiri
yang diadakan oleh berbagailembaga dan kementrian, salah satu
indikator kualitas layanan adalah seberapa seringnya tenaga

pelayanan perizinan mendapatkan pelatihan yang dibuktikan

dengan sertifikat pelatihan.
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Mendorong terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif guna
meningkatkan peluang Investasi.

lklim yang nyaman, aman dan kondusif menjadi faktor
terpenting lainnya bagi para Investor yang ingin menanamkan
modalnya disuatu daerah, para Investor tentunya tidak ingin modal
besar yang ditanamkan menjadi sia-sia dan mengalami kerugian
akibat kondisi yang kurang kondusif.

Mengembangkan Sistem Pelayanan berbasis teknologi Informasi

Dalam era digital saat ini dimana sistem Teknologi Informasi
merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dan menjadi salah
satu faktor penting sebagai penunjang pelayanan publik, saat ini
kencendrungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang
mudah dan cepat melalui sarana teknologi sangat besar. Untuk itu
ketersedian layanan berbasis online sudah harus dimiliki, selain
mempermudah juga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya
pungli dan suap dalam pengurusan perizinan.

Tidak kalah penfingnya juga adalah keterbukaan informasi
tentang jenis-jenis layanan, persyaratan layanan, Standar
Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), layanan
konsultasi dan pengaduan, tracking sistem perizinan, kebijakan-
kebijokan terkait perizinan dan lain sebagainya yang bisa di
sajikan baik dalam bentuk website maupun aplikasi mandiri.

Tujuan dan Sasaran  Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam

jangka menengah bisa juga dilihat pada tabel berikut :




RTP=SPIP, DPHPTSPKONUT, 2023

Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026

2022 2023 2024 2025 2026

4 5 6 7 8 9
Jumlah
Laporan
Kegiatan
Penanaman
Meninakat Modal (LKPM) 85 99 117 140 170
nz"'"g ' PMDN dan
Ya — pma
Investasi
2Ll Pertumbuhan
M Tl Nilai Investasi
ewujudka PMDN dan 1512% 16,74% 18,37% 20% 21,63%
Keadilan
. PMA
Sosial dan
Nilai Tambah Indeks
Dalam
Pengelolaan Kepuasan
Sumber Dava Masyarakat 88,81 88,93 89,05 89,17 89,29
/ (Nilai IKM)

Alam Guna

Meningkatkan Presentase Izin
Daya Saing . )
- Meningkat Terbit Tepat
Ekonomi . Wakiu 100% 100% 100% 100% 100%
Kualitas
Pelayanan Presentase
Perizinan Aduan
Masyarakat
Atas
ZeleveTien 100% 100% 100% 100% 100%

Perizinan yang
Terselesaikan
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LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalion adalah kondisi yang dibangun dan
diciptakan dalom suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas
pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi waijib
menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar
sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat
mendorong fercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu
dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan
perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian
intern, yaitu :

a) Penegakan integritas dan nilai etika;

b) Komitmen terhadap kompetensi;

c) Kepemimpinan yang kondusif;

d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f)  Penyusunan dan penerapan kebijokan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia;

g) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;

h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan
kejadian yang mengancam pencapaian fujuan dan sasaran
organisasi.Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui  aktivitas

identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme

yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk
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yang telah teridentifikasi terhadap

pencapaian fujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari

proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko)

serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

1)

2)

Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang
disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal.
Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan
prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara
efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam figa tahap

kegiatan, yang terdiri atas :

Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan

organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus

bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.

1)

2)

|dentifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang
berpotensi mengganggu pencapaian tujuan akfivitas
organisasi.Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu
diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya
peristiwa risiko.

Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya
peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya
pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut
benar- benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko
sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak

risiko.

KEGIATAN PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian adalah findakan yang dipandang tepat

untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan

kegiatan pengendalian, juga ditetapan dan dilaksanaan kebijakan serta

prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilaku
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erj'secoro efektif.Kegiatan pengendalian
yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil
penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian
existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan dalom dua
kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat
preuention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan
pengendalian yang bersifat  mitigation merupakan  kegiatan
pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang
ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada
kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian
risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu
memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat

dicapai.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen
harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang
diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan
waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi
secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan
menggunakan media tertentu, baik langsung maupun fidak langsung,
untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi
yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat

mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP  secara

efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapai
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: dengan

pengelolaan risiko  dan

pelaksanaan aktivitas pengendalian.

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas
mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan
pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem
pengendalian intern sudah bekeija sesuai yang diharapkan dan
perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan
perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.
Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas
desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan
tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang

diloksanakan melalui  tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu

Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil Audit.




Tabel 2
Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023

Organisasi 2 18.0,00.0.00007 0000 DINAS PENANARMAN MODAL DAM PTSP
REEKAPITULAS] ANGGARAN BELANIA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAM
Jumlah
5 bvar T
Kode Uraian ‘I;:m Lokasi -
T-1 Belanja Belanja Hrem'“f Belanja —— T+1
Chperasi Maodal Terd Transfer
11 2| 2 4 5 & r 8 9 10 11 12 13 14 = 15
(10+11+12+13)
2 URUSAN PEMERIMTAHAN WAJIE YANG TIDAK BERKAITAM DENGAM PELAYAMAN DASAR
URUSAM PEMERINTAHAN BIDAMNG
2118 5463 117,026 | 2,753,305, 776 ] ] 8,216,422 802
FEMAMANMAM MODAL
PROGRAM PENUMJAMG URUSAM
21 1& (01 FPEMERINTAHAN DAERAH 4,045, 709,026 | 2.063.305,776 ] o 6,115,014, 802
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2118 (01| 2.01 Kinerja Perangkat Daerah 83, 007,000 o ] 1] 83,607,000
Pemyusunan
Dokumsn Diana
erangrat Desrah | Unmam. | <25 Konawe
2|18 |01 [201 |01 [DIME Do | rara, Asera, 8,805,000 0 o o 8,805,000
PEMAMNAMAN Alokasi | VEmggudy
RAOIDAL Cvar Lrnumn
PTEF)
2118 (01 | 2.01 | 04| Koordinasi dan Dana Kab. Konawe 24, 758,000 o a o] 24,758,000
Pemyusunan DPA- | Transfer | Utara, Asera,
SKPD Urnum- | Wanggudu
[DIMAS Dana
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Kode Uraian 5:::;“ Lokasi -
T-1 Belanja Belanja H.I_Elda'“f Belanja R T+
Chperasi Maodal Terd Tramsfer
123 a |5 & 7 g 9 10 11 12 13 4= 15
(10+11+12+13)
PENANAMAN Alokasi
MODAL DAN Umum
PTSP)
Koordinasi dan
Pemyusunan
Laporan Capaian | Dana
I o PP
2|18 01201 06| o o Dans leara,.ﬂ.sdera, 50,044,000 0 o 50,044,000
(DINAS Alokasi | o ogued
PENAMNAMAN Umum
MODAL DAM
PTSP)
2118 |01 | 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,701,537, 278 a0 o 1701537278
Peryedizan Gaji
EENEA | Dana
dan Tunjangan Transfer
ASM U Kab. Konaws
2|18 |01 | 202 | 01| (DINAS D:“”'“' Utara, Asera, 1,571,143,278 0 o| 1571143278
PEMNANAMAN " r:' | Wanggudu
MODAL DAM U;:‘;‘
PTSP)
Pemyedizan
Adrninistrasi Dana
pedsaran | T | o onawe
21801 | 202 |02 [Dﬁl\'{AS Dana | Utara. Asera, 118,806,000 0 o 118,806,000
PENAMNAMAN Alokae | WangEradu
MODAL DAN Umum
PTSP)
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Kode Uraian 5‘;:::’ Lokasi -
T Belanja Belanja H.I_Ema'“f Belanja R T+1
Operasi Maodal Terd Transfer
1l2]|2| 4 |s ' 7 8 9 10 11 12 13 4= 15
(10+11+12+13)
Pemyusunan
F"Ela|_:|-:_|randan ) Diana
Amnalisis Prognosis Transfe
Bezlisasi U'a"' " | k2b. Konawe
2|12 |01 | 202 | 08| Anggaran MU Utara, Asera, 11,588,000 0 0 0 11,588,000
Diana
[DINAS Alokasi Wanggudu
DEMAMAMAN UCI a5l
MODAL DAMN i
PTSP)
2|18 |0 | 208 Administrasi Kepegawaian Perangkat 153,570,000 0 0 0 153,570,000
Dasrah
Pengadaan
Pakaian Dinas Dana
el e PP
2|18 |01 | 205 |02 [Dlm panmy o | Utara, Asera, 153,570,000 o o 0 153,570,000
PEMANAMAN Alokasi | Wanggudu
MODAL DAM Urnum
PTSP)
21801 | 206 Administrasi Umum Perangkat Daserah 1,089,633,000| 77,666,000 o 0| 1.167.299,000
Peryedizan
Ko
mpensn Dana
Instalasi Transfar
Listrik/Pensrangamn U Kab. Konawe
2|18 |01 | 206 | 01| Bangunan Kantar |- 00 | Utars, Asera, 16,687,000 0 0 0 16,667,000
Diana
[DINAS Alokasi Wanggudu
PENAMNAMAN U;:‘;‘
MODAL DAM
PTSP)
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Kode Uraian 5:;:;“ Lokasi -
T Belanja Eelanja HTEME'“:E' Belanja R T+
Operasi Maodal Terd Transfer
1] 2|3]| 4 |5 3 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15
(10411 +12+13)
Penyediaan
Peralatan Rumah Dana
Tramsfer
Tarngga U Kab. Konawe
2|18 | o1 | 206 | 03| (DiMas D:"”"" Utarz, Asera, 21,557,000 TT.666,000 0 o 09,223,000
PEMAMAMAN .ﬂdﬂr:;lsi Wanggudu
MODAL DAN u
PTSP) .
Penyediaan Bahan | Dana
istik Kanto Transfe
I;Sm.a.s ' ur::Lm-r ¥ab. Konaws
2|18 |01 (206 [oa| oo Do wara,ﬁ.sdera. 171,833,000 ) 0 o 171,833,000
MODAL DAMN Alokasi angguau
PTEF) Upriumn
Penyediaan
Barang Cetakan _?an:m
dan Penggandaan Uran r Kab. Konawes
2|18 | o1 | 206 | 05| (DiMas D:”'“' Utara, Asera, 84,381,000 0 0 o B4,351,000
PEMAMNAMAN muﬁ.sj Wanggudu
MODAL DAMN u
PTSP) .
Penyediaan Dana
Bzhan/Material Transfe
[DIMASW ; ur::Lm-r ¥ab. Konaws
2|18 |01 (206 [OT| oo o eany Do wara,ﬁ.sdera. 35,362,000 ] 0 o 35,362,000
MODAL DAMN Alokasi angguau
PTEF) Urniurmn
2118 (01 | 206 | 09| Penyslenggaraan Dana Semua T59.813,000 (0] (4] 1] TEO,812.000
Rapat Koordinasi | Transfer | Kabupaten/Kota,
dan Konsultasi Urmum- | Semua
SKPD Dana Kecamatan,




Kode Uraian 5";::: Lokasi -
T Belanja Belanja HTEME'“:“ Belanja S T+1
Operasi Maodal Terd Transfer
11 2| 3 4 5 & T B 9 10 11 12 13 14 = 15
(10+11+12+13)
(DIMNAS Alokasi | Sermus
PEMAMAMAM Urnum | Kelurahan
RAODAL DM
PTSP)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2118 |01 | 2.07 U o P intah D h 01,991,633 776 O o] 1.991,639.776
Da
Pengadaan Mebel| Tra:asfer
(DIMAS Urnume Kab. Konawe
2118 | | 207 | 05| PENAMAMAN Dana Utara, Asera, o 150,468 000 a 1] 150,468,000
EODAL DM . | Wanggudu
Alokasi
PTSP)
Lirniumn
Pengadaan
Peralatan dan _Ili_)anast
Mesin Lainnya U'a“ " | kab. Konawe
2|18 |01 | 207 | 06| (DIMAS D:"F:I""' Utara, Asera, o| os5972.100 0 o 965,972,100
PEMAMANMAN Alokasi Wanggudu
MODAL DAN Uu asi
PTSP) ridm
Pemgadaan Sarana
dan Prasarana
Pendulkung Dana
Ged Kanto Transfe
atau“g": un.ar: Ur:IrIIJm—r ¥ab. Kon
2118 |3 | 207 |11 Laimya"g Dana Utara, Aszera, o 875,199,676 a 1] BY5, 190,676
[DINAS Alokasi | “Vanggudu
PEMAMAMAMN Urrimn
REODAL DAM
PTSP)
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Kode Uraian 5‘.;::3" Lokasi -
T-1 Belanja Belanja Hremlmf Belanja rumiah T+
Cperasi Maodal Terd Transfer
11 2| 3 4 5 & T B 9 10 11 12 13 14 = 15
(10+11+12+13)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
211801 | 2.08 P int n Daerah 933,401,748 a 1] 933,401,748
Pemyedizan lasa Dana
orias | e, | K25 Kenawe
2118 |01 | 208 [0 PEMAMAMAN Dznz lejra.!:desa. 2497 000 Q 0] 2,497,000
MODAL DAN Alokasi n9g
PTEP) L rrumn
Penyediaan lasa
Kormunikasi, Dana
el Nt P
2118 |01 | 208 |02 (DIMNAS Dana Utara, Asera, 508 504,748 a o 508504748
PEMANAMAN Alokasi | VEnggudu
MODAL DAM Lrnumn
PTSP)
Pe B
myedizan lasa Diana
Pelayaman LUrmum Transée
Kantor J::Ln: Eab. Konawe
2118 |01 | 2.08 | 4| (DINAS Da Utara, Asera, 332,400,000 a o 332,400,000
PEMAMAMAMN A r:' | wanggudu
MODAL DAN uﬂ ==l
PTSP) mum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
211801 | 2.09 Penunjang U n P intahan D h &3, 960,000 O 1] 3,960,000
2118 |01 | 2.09 | 02 | Peryedizan lasa Dana Kab. Konawe 79,080,000 a o TO9.0B0.000
Pemeliharaan, Tramsfer | Utara, Asera,
Biaya Urnum- | Wanggudu
Pemelinaraan, Dana
Pajak dan




Kode Uraian 5";:;“ Lokasi S
T-1 Belanja Belanja T | Betania —— T=1
COperasi Maodal Terd Transfer
11’-:

11 2] 3 4 5 & T ] 9 10 11 12 13 (10+11+12+13) 15
Perizinan Alokasi
Kendaraan Dinas Urniumn
Crperasional atau
Lapamgan
[DIMAS
PEMAMAMAM
EAODAL DA
PTSP)
Pemeliharaan
Peralatan dan Dana
Mesin Lainmya L’:Lf_' Kab. Konaws

2118 |01 | 2.09 | 05| (DINAS Dana Utara, Asera, 4,880,000 ] Q o 4,880,000
PEMAMANMAM Alokasi Wanggudu
KAODAL DAk
PTSP) Urniumn

2|18 |02 PROGRAM PENGEMBEANGAMN IKLIM 301,839,000 A0, D0, 000 i} 1] T01,839,000
PEMAMAMAM MODAL
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif

2118 |02 2.01 Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi 301,839,000 250, 000D, 00D a o 551,839,000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2118 |02 | 201 | 01| Penetapan Dana Kab. Konawe o 250,000 000 a o 250,000,000
Kebijakan Daerah | Tramsfer | Utara, Semua
Kengenai Urnum- | Kecamatam,
Pemberian Dana Semua
Fasilitas/Imsentif Alokasi | Kelurahan
dan Kemudahan Urrumn
Penanaman
kiodal
[DINAS
PEMAMAMAM
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Kode Uraian 5‘;:;“ Lokasi -
T Belanja Belanja HTEME'“:“ Belanja R T+
Operasi Madal Terd Transfer
11 2| 2 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 = 15
(10+11+12+13)
RAODAL DAaM
PTSP)
Ewvaluasi
Pelzkzanaan
Pemberian
Fasilitas/Insentif ?“"E'EFE
dan Kemudahan J::Lm_'
2|18 |02 201 | 02| Penanaman 301,839,000 o 4] a 301,839,000
Dana
hiodal Bagi
{DINAS - gfl
PEMNAMNAMAN sl
RAODAL DAM
PTSP)
Pembuatan Peta Potensi Investasi
2118 |02 2.02 Kabupaten/Kat o 150,000, 000 L] a 150,000, 000
Dana
Transfer
Permmusunan
Lpniumn-
Rencana Unnum
Denana Dana Semua
Modal Daerah | 123, | (RSO
2118 (02 | 2.02 | 01 | Kabupaten/EKota Dizna Keca n o 1 50 000 D00 a i) 150 DR, 00
(Dl Transfer | Semua
PEMANAMAN Upnumi- | Kelurahan
Dana
PTSP) Alokasi
Upniumn
2118 |03 PROGRAM PEOMOS] PEMANAMAM MODAL 294 036,000 o L] 294,036,000
2118 |0z | 2.01 Penyelenggaraan Fromosi Penanaman 294,036,000 i) o 294,036, 00
Maodal yang Menjadi Kewenangan Daerah




Kode Uraian E‘I;::a“ Lokasi -
T Belanja Belanja HTEm'“f Belanja —— T+1
Ohperasi Maodal Terd Tramsfer
11 2] 3 4 5 & 7 B 9 10 11 12 13 14 = 15
(10+11+12+13)
Kabupaten/Hota
Pelak=anaan
iatan Promosi
E:Eanan = : Dana Semusa
Maodal Daarah Lransfer Ebupatenmnm.
2|18 |03 | 201 | 02 | Kabupaten/¥ota rume | ==muE 204,036,000 0 o 204,036,000
(DINAS Dana EKecamatan,
PEMNANAMAN .:I.Jﬂkam :-:lmuam
MODAL DAN i uranEn
PTZP)
2| 18| 0 PROGRAM PELAYAMAMN PEMAMAMAMN 299,833, 0 o 299,833,000
MODAL
Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan
Secara Terpadu Satu Pintu dibidang
218 | 04| 2.01 Penanaman Modal yang Menjadi 299,833,000 o o 299,833,000
Hewenangan Daesrah Kabupaten/ Kota
Pemyediaan
Pelayanan
Terpadu Perizinan
dan Monperizinan
Berbasis Sistern Dana
uncining Ui |20 Konawe
2118 || 207 |1 Berssaha Diana wira. ﬁde;a. 53,753,000 a o 63,753,000
Terintegrasi Alokasi rag
Secara Elektronik | Umum
[DINAS
PEMAMAMAM
KODAL DAk
PTZR)
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Kode Uraian 5"5:::' Lokasi —
T Belanja Belanja Tiam | Betania S T+1
Operasi Maodal Terd Transfer
14 =
1 2| 3 4 & T 8 9 10 11 12 13 (10+11+12+13) 15
Pemantauwan
Pemenuhan
Komitmen
Perizinan dan Mon Dana Kab. Konawe
Perizinan Lr;n::e;_r Utara, Semusa
2118 || 2.1 Penanaman Kecamatan, 106,080,000 L o 106,080,000
Dana
hiodal .| Bemusa
(DINAS ﬁd:t::‘ Kelurahan
PEMAMAMAM
hEODAL DM
PTEP)
Permyadizan
Layaman
Konsuhtasi dan
Pengslolaan
Pemgaduan Dana
Temadmp | Umam. |25 Konawe
2118 || 2.1 Pekeryenan Dizna Utara, Aszera, 80,000,000 L o BO0,000.000
Terpadu Perizinan | Alokasi | YW=rggudu
dan Mon Perizinan | Urnum
(DIMNAS
PEMAMAMAN
hAOIDAL DM
PTSP)
2118 | | 201 Koordinasi dan Dana Semua S0.000,000 a ] 50,000, 000
Sinkronisasi Transfer | Kabupaten/¥ota,
Penstapan Urumi- | Semusa
Pamberian Dana Kecamatan,
Fazilitas/Insentif Bagi Semua
Daerah Hasil Kelurahan
(DIMAS Dana




Kode Uraian 5‘5:: Lokasi -
T Belanja Belanja HTEmlmf Belanja S T+1
Operasi Maodal Terduga Transfer
11 2| 3 4 5 & T ] 9 10 11 12 12 4= 15
(10+11+12413)
PEMAMAMAM Tramsfer
KAODAL DAM L rriumn-
BTZR) Dana
Alokasi
LI rumn
PROGRAM PENGEMDALIAN FELAKSAMAAMN
2118 |05 521,700,000 L] o 521,700,000
FEMAMAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
2118 (05| 2.01 Maodal yang Menjadi Kewenangan Daerah 521,700,000 L] o 521,700,000
Kabupaten/HKota
Eoordinasi dan
Sinkronisasi Dana
Pemantauwzn Tramsfer
Pelzksanaan Khusus- ¥ab. Ken
Penanarman Dana Utara, Semua
2118 |05 | 201 |01 Modal Alokasi :EE;aumaEa m, 114,836,000 L] o 114,836,000
[DIMNAS Khusus el ha
PEMAMNAMAN Mon uranEn
KAODAL DAM Fisik
BTZR)
Eoordinasi dan
Sinkronisasi Dana
Pembi
mibinaan Tramsfer ¥ab. Kon
Pelzksanaan Khusus-
Penzna Dzna Utara, Sermua
2118 (05| 201 |02 Modal Alokasi ;ieecamamn. 2359 853,000 ] o 230,863,000
{DINAS Khusus | Elm”aha
PEMAMNAMAN Men uranEn
RAOIDAL DAM Fisik
BTSR)
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Kode Uraian 5:;:;“ Lokasi —
T-1 Belanja Belanja T | Betania S T+1
Ohperasi Maodal Terd Transfer
14 =
11 2 3 4 5 & T ] 9 10 11 12 13 (10+11+12+13) 15
Koordinasi dan
Sinkronisasi Dana
Pengawasan Transfer Kab. Konawe
Pelzksamaan Ehusus-
Penanarman Dana Utara, Semua
218 (052010 (03 . | Kecamatan, 167,001,000 i a 1] 167,001,000
hiodal Alokasi
(DINAS Khusus ET::MH
PEMAMAMARM Mon
ODAL DAM Fisik
FTZP)
PROGRAM PENGELOLAAM DATA DAM
2|18 |08 SISTEM INFORMASI FENAMAMAM MODAL o 284.000.000 0 o 284,000.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
218 |06 | 2.01 dan Mon Perizinan yang Terintegrasi pada 0 284,000,000 o [1] 284 000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengaolahan,
Pemyajian dan
Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perizinan dan Mon
Perizinan Berbasic | Do
Sistem Pelayanan | """ | Kab. Konawe
2|18 |06 | 201 | 01| Perizinan g:n';"" Utara, Asera, o| 284000000 0 o 284,000,000
Berusaha .| Wanggudu
. . Alokasi
Terintegrasi
Secara Elektronik | 0™
(DIMNAS
PEMAMAMARM
KODAL DAM
BTSR)
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BAB 03

RENGANA
TINDAK
PENGENDALIAN
INTERN

3.1 PENERAPAN SPIP DI DPMPTSP KABUPATEN KONAWE UTARA

Dalam rangka penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian Intern
di  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu
Kabupaten Konawe Utara, perlu  dibentuk satgas diterbitkan Keputusan
Dinas Penanaman Modal Kabupaten Konawe Utara Tentang Pembentukan
Satuan Tugas Sistem  Pengendalion  Intern  Pemerintah  Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten
Konawe Utara, yang memiliki tugas mendukung kinerja Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten
Konawe Utara  dalam penyelenggaraan  SPIP dengan melakukan
monitoring  dan mengevaluasi kegiatan fisik, pelaporan keuangan,

pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan  perundang-

undangan, serta menyusun laporan Rencana Tindak Pengendalian
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(RTP) SPIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Konawe Utara.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern,
Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan Focus
Group Discussion (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan  SPIP  di
lingkungan DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara, melalui kegiatan evaluasi
atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan
celah atau kekurangan pengendalian yang ada serta  merancang
rencana tindak perbaikan pengendalian intern  yang lebih baik.
Dalom kegiatan Focus Group Discussion  (FGD) tersebut antara lain
dibahas materi tentang :

1.  Metodologi penilaion  kondisi lingkungan  pengendalian  dan
teknis penyusunanrencana  penguatan  lingkungan pengendalian
dengan pendekatan Confrol Environment Evaluation.

2. Proses penilaian risiko yang diarahkan  unfuk mendapatkan
gambaran tentang profil risiko dan akfivitas yang diperlukan untuk
mengendalikan risiko pada kegiatan utama DPMPTSP Kabupaten
Konawe Utara.

Hasil kegiatan Focus Group Discussion(FGD) tersebut selanjutnya dijadikan

sebagai  landasan  awal  unfuk  melakukan  upaya perbaikan

penyelenggaraan pengendalian intern.

Rencana Tindak Pengendalian Intern  ini merupakan action plan

untuk menindaklanjuti hasil  kegiatan Focus Group Discussion(FGD), yang

terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu :

1.  Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian.

2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan  dengan

kegiatan utama organisasi.
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3.2 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

3.2.1Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

a.
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Proses Evaluasi Lingkungan Pegendalian

Unsur  lingkungan pengendalian merupakan fondasi  dari

unsur-unsur pengendalian infern lainnya  sehingga  unsur

lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat

signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah  (SPIP). Lingkungan pengendalion yang

baik/buruk  menentukan keberhasilan/kegagalan  penerapan

unsur SPIP lainnya.Oleh karena itu, secara umum

pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan  untuk

menciptakan  "atmosfir'  yang kondusif  yang mendorong

terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif

di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalion di

lingkungan DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara bertujuan untuk :

1) Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;

2) Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

3) Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;

4) Terwujudnya  struktur  organisasi yang  sesuai dengan
kebutuhan;

5) Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tfanggungjawab
yang tepat;

6) Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia;

7)  Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang
berperan efektif; dan

8) Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja

terkait.
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Tabel 3

Hasil Tabulasi Penilaian Lingkungan Pengendalian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023

Penegakan Integritas Dan Nilai Etika Memadai
Komitmen terhadap Kompetensi Memadai
Kepemimpinan yang Kondusif Memadai
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Memadai

dengan Kebutuhan

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Memadai
Jawab yang tepat

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Memadai
Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya

Manusia

Perwujudan peran Aparat Pengawasan Memadai
Internal Pemerintah yang Efektif

Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Memadai

Pemerintah Terkait

Penyusunan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan hasil evaluasi/penilaian atas kondisi
lingkungan pengendalion  dengan  pendekatan Contfrol
Environment Evaluation yang dilaksanakan di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Konawe
Utara pada tahun 2023 menunjukan terdapat elemen dari
Penegakan Integritas Dan Nilai Efika yaitu KOMUNIKASI.
Kebijakan organisasi dan  aturan perilaku sefiap tahun

diinformasikan kepada  pihak ketiga  (masyarakat, rekanan,

instansi  lainnya)  melalui website, dalam berbagai kegi




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang melibatkan dari kabupaten maupun
dari stakeholder.
Sistem penilaian kinerja dan produktivitas pegawai serta sistem
penghargaan (reward) telah  menjadi isu  strategis yang
berkembang saat ini. sistem reward yang berdompak  pada
motivasi dan kinerja pegawai. Pemberiaon  Penghargaan PNS
Terbaik  meliputi  unsur  penilaian kesetiaan, prestasi  kerjq,
tanggung jowab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan
kedisiplinan.
3.2.2Penilaian Risiko dan Penetapan Kegiatan Pengendalian
Penilaian Risiko adalah  kegiatan penilaian atas  kemungkinan
kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi
Pemerintah. Kegiatan penilaianrisiko dilaksanakan melalui  proses
identifikasi dan analisis  risiko, guna menghasilkan  output  yang
bermanfaat untuk  pengambilan keputusan manajemen.
Untuk  mendukung terselenggaranya  proses  penilaian  risiko,
pada saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) telah
ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai
berikut :
a. Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dan  kemungkinan
kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut :
" Dimensi Pengukuran Konsekuensi/Dampak Risiko
Rating Kategori Contoh Deskripsi
4 Luar Biasa Mengancam Organisasi Secara
Keseluruhan
Besar Mengancam Sebagian Program

2 Rendah Mengganggu Sebagian Kegiatan

—

Tidak Signifikan Mengganggu Administrasi
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b.

C.

mungkinan Kejadian Risiko

Terjadi Setiap Tahun

Hampir Pasti Terjadi
Kemungkina Besar Terjadi 1 Kali dalam 2 Tahun
Kemungkinan Kecil Terjadi 1 Kali dalam 3 Tahun
Hampir Mustahil Terjadi  Tidak Terjadi lebih dari 3 Tahun

Peringkat/Status Risiko ditentukan berdasarkan fingkat konsekuensi

dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, sebagai berikut :

F

O
(%]
0
o T
.
O
XY 2
O r
Q
—
E 5 _
O N3
a 2
-
7]
c r
O c
2 3 =
o ¢ <
wn O
:M
o
¥ cF
O
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O'f:‘:
oc —
e
(%]

Hampr Kemungkinan Kemungkinan Hampir Pasti

Mustahil Kecil Besar
g (1) 4 (2) 4 (3) 4 (4)
Kemungkinan

Tingkat Keutamaan Pengendalian Risiko dikelompokkan kedalam
4(empat) kategori, sebagai berikut :

_ 4 Ekstrim Segera dikelola
- 3 Tinggi Diperlukan Tindakan
Untuk mengelola Risiko
- 2 Sedang Dikelola bila tersedia
sumber daya
_ 1 Rendah Tidak perlu tindakan
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Proses Penilaian Risiko

Penilaian Resiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk
mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian fujuan
dan sasaran instansi pemerintah. Data awal kelemahan SPIP juga
perlu dianalisis sebelum melakukan penilaian resiko.

Penilaion Resiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1)
identifikasi dan (2) analisis resiko. Proses penilaian resiko, didahului
dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Instansi Pemerintah
maupun tujuan di fingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini
akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai resiko karena
Penilaian Resiko adalah “kegiatan penilaian atas kemungkinan
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran
instansi  pemerintah”.  Tujuan Instansi  Pemerintah  biasanya
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Mengingat bahwa Renstra dan RKPD  fersebut hanya
teroperasionalisasi melalui OPD, tujuan dan sasaran instansi
pemerintah dibagi menjadi tiga fingkatan sesuai dengan
konteksnya vyaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan
konteks operasional.

Hasil penilaian risiko berupa  Formulir Identifikasi  Risiko,
Formulir Analisis Risiko dan Formulir Register Risiko untuk masing-
masing tujuan dan kegiatan utama yang ada di Dinas

Penanaman  Modal Dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu

Kabupaten Konawe Utara, dapat di uraikan sebagai berikut :




[ RISK REGISTER } - *




REGISTER RESIKC DAN RENCAMNA PEMGENDALIAN
Hama OFD : Dimas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Kabupaten Konowe Utara
Tupuan T Mewuudkan K2adisan Sosal dan Hilgl Tambah Casam Pengeiclaan sumber Daoya Am Gund Meningkatkan Daya 5aing Ekcnom
Sasaran Strafegis : Meningkatmya Investas Daserah dan Meningkatrya Eualitas Pekoyanan Penzinan
Ingikator Kinerga Utama : Hilai Akumtaniitas Kinega
Risiko Eebab Dampak
No | Kegialan/sub Kegiatan | IORotor - xode : ciuc : Fiak yang
Tahap Hraian Risiko Femilk Hraan sumber traian Terkena
1 i 3 e &5 & 7 L] & Ta 11 12
Penyusunan Dokumen  |[Jumilah Dokumen | Pelaksanaan |Persncansan Sekretanat Tidak adanya Infermal < | 1. Dapat memicu sekretariat dan
Perencanaan Perencanaan yang fidak (kasucag koordinasi antar odanya standar Sedurun Bigang di
Perongkat Dasrah Perangkart terintegrasi Perencanaan bidangantara ganda dalam CPMPTSR
Daerah dakarm satu unit dan Kewamngan) sk dakam R R Kabupaten
keda DEMPTSP penyusunan k=l srateg: Eonaws Utarg
Kabupaten dokumen seningga aran
Korsnase Utara CErenCanaan organisasi menjadi
tidak konsisten
2. Terdapat Kegiatan
yang dignggarkan
namun fidak sslaras
gengan wici gan misi
organisasi
Teqadi Sekretanat Cxalam penyuwsunan | Inkemal < |Target Indikator sekretariat dan
ketidakselarasan [Kasubag Perjarjian Kinegja Kineqa Utama Seduruin Bidang di
antara rencana Perencanaan yang dilakukan DEMETSP Kabuwpaten DPMPTSE
strategis Jan dan Kewangan) sEtap tanunmya Konawe Utara faak Eabupaten
perjanpan Knegja DFENIPTEP Tidak memngacuw Sapat tercapai Konowe Utara
dari sisi KQoupaten Poda renc-ana secarg optinal
penentuan Konowe Utara | sirategis yang telan
imdikator kinega ditetapkan
dan target
2 |Koordingsi San Jumian Dokumen | Pelaksanaan |Eeteriambaian Sekretarat Disebabkan karena| Infemal < |Mengakbotoon sekretariat dan
Penyusunan DRA SKRD  |DRA SKPD dan pemyusunan DRA [kasuag miasakah feknis teramboatmya Sedurun Bicsang di
Laporan Hasil SKPD sehimgga Persncanaan manajerial i penysapan CRMPTSR
Koondinasi terambaot dan Eewangan) maasingHmasing RAMPERDA APSD Eabupaten
PenyuUsunan diserankan ks DEMPTEP Eidang serta Konaawe Utara
Dokumen DEA BEAD Kabupaten remdahnya
SKFD Komowe Uhana | kompetensi masing
measing bidang
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Darmipak:

Fonorae Utara

= - Indilcator
Kegiotan/Sub Kegiatan ) Kode - = Urosi Sumt c/uc f— Fihak yang
F Risilkoo Terkena
1 2 32 o4 5 & Fi g @ e} i I2
3 |Koordinosi dan Jumilah Laponan Pelaksonaon |(Pelaporan Sekretariot Penyajion dota dari|  Internal Z  |Torget Predikot SAKIP | Sskretariot dan
Peryusunan Laporan Capaian Kinerja Laporan Kinerqja [Kasulcog Pcsing-rmasing "BE” Tidak Tercopai Seduruh Bidang di
Caopaican Kineqa domn dan lkhtisar SFPD yang fidak Perencanoan pidang dan domn Perbandingan DPMPTER
lkhtisar Kinego SEPD Kinerja SKPD dan fepot waldtu dan Keuangan) sekretariat yang antora realisasi Kakbupoten
Laponan hosil DPMPTEP tidak sesuai fakia coapaian kinsrja Eomnowe Utara
koordi nosi Fobupaten dengan yang
Penyusunan Kononwe LUtara direnconakan fidak
Laporan sesuail dengaon farget
Capaian Kinerja yang di rarapkon
camn lkhtisar
Kinerjoa IKPD
4 | Adminiztrasi Kevangan | Jumlah Orang Pelaksonaon |Terdamboingya Selkretariot Penundaan Internal [ Predikot WTF Tidak Sekretariat dan
Perongkat Dasrah YaAng Mensrina FPelaporan [Kasulcog Pelaksomoom Tercapai Seduruh Bidang di
oaji dan Fevangan SEPD Perencanoan |Kegotan yong oda DPMPTSR
tunjangon ASH dan Keuangan) oo rosEing- Kakbupoten
dan jumlah DPMPTEP micsing bidang Konowe Utara
dokumen hasil Fabupaten fekniz
penyedican Konowe Utara
arministrasi
pelaksanacn
tuegos ASH serta
Jumlah laporan
resalisonsi
CARGEarcn
5 |[Adrninistrasi
Eepegonawaian
Perongkat Dasrah
Pengodoon Pakoicn Jumlah Paket Pelaksonoon |Tidok Sermuwa Jenis Sekretariot Eeterbatasan Internal C | Dapat memnicw Sekretariat,
Dinas peserta Afriout Palkaican Dirnas Pakoicn Dinos [Kosucag Umum | oclokosi angooran kecemburuan antar Selurun Bidang,
Felengkapanmyo Beserta Afrilout dapat dan SKEFD ASM don FPPE dalam | 3taf dan PPPE di
Eelengkapan Teranggorkan Fepegoraaian) hal ketersedican DPMNFTSP
DPMPTEP pakaian dinos Kaoupaten
Fobupaten Konowe Utara
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. Pihak yang
Uraian Terkena
i1 12
Adri nistrasi Urmum
Peronghat Dasrah
Peryediaan Komponasn | Jumlah Pakst Pelaksonaon |Alokosi Angooran Sekretaris Tidak ooy Internal Ecrmponen listrik Sekretarat dan
Irstalasi Eormponen tidak seswai DPMPTSP kcordinasi antar tickak dopeat di Sefuruh Bidang di
Listrik/Penerangon Instalasi dlengaom bidang/antora sediakan sehingga DPMPTER
Bangunan Eontor Listrik/Pensranga kekutuhan kantoe seksi dalam peloyonan puklik Eakbupaten
n Bangunan perencanacn dopat terganogu Fonowe Utara
Eaontor yong kekuduhan
disediakoan
Peryediaan Peraglotan  |Jumlah Pakst Peloksonaon |Alckosi Angooran Sekrefars Perencancan Internal Dapat menggonagy | Sekretariat dan
Rumuah Peralatan Rurmah fidok sesuwai DPMPTEP Kebutuhan akdivitas rutin di Seluruh Bidang di
Tarngoo Tarngoo yang dlemngom Peralatan Bumah kantor yang DPMPTER
disediakan kebutuhan kantor Tangoa tidak di terdampak poda Kakbupaten
rencanakan secora pelayanon puiolik Fomowe Utara
Fretoang yarng kurang optinmal
Penyediaan Bahan Jumlah Pakst Pelaksonaon |Felekihan dalam Selreifaris Tidak odanya Intermal Fembuatan Laporan | Iskretariat dan
Logistik Kantor Bakan Logistik pengal okasicn DPMPTSP kcordinasi antar Pertangoungjowalea | Seluruh Bidang di
Kantor yang alat tulis kartor bidang/antora n [3PJ] yang tidak DPMNFTEP
disediakoan dlan makan selsi dalam masuk akal sehingoo Kakbupaten
mninunn haricn EEryUSUran daport Komowe Utara
[a=re Te fUAS- 1] kebutunan logistik miengindikasikan
kanftor terdapainya
Kerugian Megaora
Peryediaon Borang Jumlah Paket Pelaksonaon |Kelekihan dalam Sekretars Tidak odanya Internal Pembuatan Laporan | Sekretarat dan
Cetakan dan Barang Cetakan pengalokasian DPMPTEP koordinasi antar Pertangoungjowalea | Seluruh Bidang di
Pengoandoacn can biaya fotocopy bidang/antara m [3PJ] yang tidak DPMPTEP
Penggandaan dan penjiidan seksi dalam masuk akal sehinooa Fakcupaten
yang disediakan EErTUSUran daport Komowe Utora
kebutunan oioya mengindikasikon
cetak dan terdopatnya
penogondoan Eerugian Megora
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Risikoo Sebab Damipak:
Kegiatan/Sub Kegiatan . Eode _ C/C . Fihak yang
Keluaran Tahap Uraian Pemililk Uraian Swmber Uraian Terk
2 3 4 5 & il a8 2 io 11 12
Penyedioan Jurnlaih Paket Peloksonaon |Peruntukan Selretaris Regulasi atau Intermal | Terdopotrya |ndikas | Sekretariat dan
Bahaon/Material Bahan/Materal Bahan,Maoterial CPMPTER peraturan kepalo Eerugion Megora | Selurvh Bidang di
yang diz=diakan yvang fidak fepat daeran tentang CPRPTEFR
sasoran, oukan pedoman Kabupaten
urtuk banguran p=laksonaon aplod Korowe Utara
kontor tetagi yang kurang jelas
urtuk kegiotan can teringi
dilapargan
kehodircm Seluruh Pejalkat Terdaopatnya Internal Z  (Tujuan Pelakzanaan Seluruh Pejaloat
Peserta Rapat dan Staf DPMPTEP | Undangan Acora Rapat koordinosi dan Staf DPWMPTER
Foordinos Koloup-aten Lain Secara tidhak tercopai Kakbupaten
Rendah Fonowe WHara | Bersarmoaon Waktu Fomowe Utara
Pelokzanaanmya
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraa Feclitan dalarm Seluruk Pejakat Sanyaknya Intermal | Farjglanan Dina: | S=lomun Pejooat
Rapat Koordinasi dan |0 Rapat Pelakzanoan .
. L. EEMEURSan dan Staf DPMPTEP | Undongan daor Tergangoy acan Staf DPMPTSP
Konsultasi SKPD FKoordinos dan .
¥onsitas SEKPD dm_nmudum Koloup-aten Pusat yang _ Kakbupaten
perjalanan dinas, Konowe Utara | walkiurya tertativ Korowe Utara
sulit
mendapatkan
fiket yang
mendadak
Pengodoon Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Caaerah
Pengodaaon Mebsl Jumlah Pakst Pelgksonaon |Kualites Mebel Sekretaris Spesifibas Borang | Boetemal | UC Penyelesaian Sekretarat dan
Mekbel yang yang disediokan CPMPTER Tidok fersedia di pekefoan Sedursh Bidang di
dizediakan tidak sesuai LEPP e-catalcgus membutunkan walkiu CPMPTER
dengon lekeih lama Fakupaten
kebutuhan Konowe Utara
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_ _ Indilcator
Kegiotan/Sub: Kegiatan . Kode ik Urgi Sumt Cuc Urai Filvak yang
¥ Risikoo Terkenao
2 3 4 5 & il 8 2 10 11 2
Pengodoon peralatan | Jumlalk Unit
dan Mesin Lainnyo Perlotan dom
Mesin Lainnya
yang disediakan
Pengadacan
peralatan dan
Miesin Lainmyea o Seropan Angoarcn Sekretarat dan
terlomipat N Eiz’:;?:f don Targst Selursh Bidang di
Pelaksonaon |dilaksanakan dan CEMPTSR Kegiatan Bestemal | UC Pelaksanaan Fsik CPAPTER
ticlak sesuai Ticdak Jesudal dengan Kakuooten
Pengodoon Sarana Jurmnlak Unit dengan rencana Pengodoan Target Fonmwe Lara
clarn Prosarana Sorana dan cperasional
Pendukung Gedung Proscrano pelaksanaan
Eontor atau Bangunan  |Pendukung
Lainmya Cedung Kantor
atau Bongunan
Lainmya yang
disediakoan
Peryedioon Joso
Perunjang Urusan
Pemerintahon Doerahn
Peryediooan Joso Surat | Jumlaik Peloksomaon |Baryak Surat Sekrefaris Perencancan Intermal C |Einefja dan Kegiatan Sekretaris
Mernyurat Penyedioon Jasa Menyurat yang DPMPTEP Kelbutuhan Surat Pora Pegawai CPAPTER
Surat Menyurort ik terkinnm Memyurat fidak o DPMPTEP kurang
rencanakan secora optirmal
Frecfang
Penyediaon Josa Jurilah Laporan Pelaksonaon |Terjod Permutusan Selretaris Perencanacan Internal | Operasional Sekretaris
Eomunikasi, Sumioer Penyadioan Jasa Sermentora DPMPTEP Eekbutuhan Josa Pelayoman Eantor CPMPTER
Dhoaya Adr daan Listrike Komumnikosi, sarmioungon Kormunikas, Sumber jadi terhamicort
Sumbcer Doyo Alr joringan listrik, Drongan Adr dom Listrik
daon Listrik yang intemnst dan air ticlak
disediakoan ersin memperhitunglon
kenaikan harga
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Risiboo Sebab Drvarmpaalc
Kegiatan/Sub Kegiatan = Kode = Cc _ Pihak yang
Keluoran Tahap Uraian Pemilik Ui Sumber Uraian Tk
2 32 s 5 & ra e = 1@ 17 12
Penyediaan Joma Jurmilaih Laponorn Pelaksomoom Honorarium Sekretarns Baryoknya Brstemal UZ  |Kinerqoa Pegorasai MO DPNTPEP
Peloyanan Unmum Penyedioan Joasa Teraga Hon PMS CPMPTSP Intervensi daloam PHE Tidak Terukur Faoupatan
Kontor Pelayamnan Unmum Ticalk o oot Pemnerkitomn 5K Eompetensimsa Eommwe Utara
EKontor yomg disesuaikan Tertang Temnaoa
disediakan demngan Kinera Mon PHS SKPD
Pemelinaraan Borang
Milik Doveran Penunjang
Urusan Pemerntahan
Draeralk
Terharioort riyo Selurulh Pejaleat Sopir atau Intermal L
pekerjoon akioat Strukiural Pemilik | pengendara yang
ciari kendarosan Kendaraan Dinos fidak cermat
yorg rusalk of o Operasionol chalairm rrermastikoon
Penyediaan Joma Jurnloiby mogok keongis kendaraan
Pemelinarsan, Biaya Eendarzan Dinos sebelur_rl .
FPemelinaraan, Pojak | Operasonal atou pemakaian Pelakianaan Seluruh Pejabat
. . Struktural Pemilik
oian Pesizinon Lapangan yang |Pelaksanoon Pekerfjoan lapangon Eendaraan Dirnas
Eendarxan Dinas dipelinora dan wang terhamioot o T
Coerazional atau dilbayarkon pajak Borosnya Zeluruh Pejalbot | Kendoroon Dinas | Internal [
Lapangan dan perEinonmya Femakaion BEM Strulktural Pamilik | Operasional yang
Kendaraan Dinos sudah tua dan
Operasionol tidak loyak pakoi
Pemelinarsan Jumlalh Peralatan | Pelaksonoon |Peralatan don Sekretaris DPMPSP Tedormioot ryo Intermal L Memip=naanshi Sekretariat dan
Peralatan doan Mesin oo Mesin perengkapan Peloksonoon E.ed oencaorain Seduruh Bidaong di
Lainnya Lainnya yang kontor Ltammany o Pemealinarnaan el ckoarman CPMNFTER
dipelinora Peralotan Komputer Kegiotan dan Tugos- Kakcuooten
Eomputer yang Tugpas Kantor Eommwe Utara
Tickak terouwart

clon Terkeno YWinus
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Nama OFD

Tujuan

Sasaran Strategis
Indikator Kinefga Utama

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALAN

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
: Mewujudkan Keadilan Scsial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumicer Daya Alam Guna Meningkatkan Daya 3aing Bronomi

: Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

2 1. Jurmnlah Investor yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal [LEPM)
2. Milai Realisosi Investasi PMDN dan PMA

1 |Penstapan Pemedan
Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Dasrah
Kabupaten/Kota

Penstapan Eebijakan
Daerah Mengenai
Pemberan
Faszilitas/Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal

Jumlah aturan
daerah/provinsi
dalam
pemiboeran
fasilitas finse ndif
dan kemudahan
penanaman
rmodal

Evaluasi Pelaksanoan
Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
kemudahan
Penanaman Modal

Jurnlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
mempercleh
insentif dan
kemudahan
bpemusaha di

daerah

Pelaksanaan

Tidak Selesainya
Penyusunan
Peraturan Kepala
Daesrah Tentang
Permnberian
Insentif dan
Kemudahan
Investasi

Bidang
Perencanaan,
Pengembangan
Iklim dan Promosi
Penanaman
Modal

Cata yang
dibutuhkan belum
menyeluruh dan
tidak valid

Eksternal

uc

Tertundanya
Pelaksanaan
Pemberian Insentif
dan kemudahan
inwestasi

Bidang
Perencanoan,
Pengemicangan
lklim dan Promiosi
Penonaman
Modal
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Pembuatan Peta
Potensi Investasi

masional

Kabupaten/Kota

Penyusunan Jurnlah Peraturan | Pelaksanaan |Sulitnya Bidang Data potensi Ekzternal | UC Kualitas Dokurmnen Bidang

Rencana Umum Caerah [Perda) memperoleh Perencanaan, |daosrah yang belum Rencana Umum Perencanaan,

Penanaman Rencana Umum data potensi Pengembangan diperoarvai Pemnanaman Modal Pengemiocangan

Modal Daesrah Penanaman daerah yang lelim dan Promosi (Update] menjadi kurang lklim dan Promosi

Rakbupaten/Eota Maodal Daseah walicl Penanaman bermutu dan tidak Penanaman
Kabupaten [Kota Maodal valic Maodal

Penyelenggaraan

Promesi Penanaman

Modal yang Menjadi

Kewenangan Dasrah

Kabupaten/Eota

Pelakzanaan Kegiatan |Jumlah Dokumen | Pelaksanoan |Adanya Bidang MinimrAya Peseria | Bstermnal | UC | Kabupaten Konawe Bidang

Promosi Penanaman Huasil Kegiatan pembotalan Perencanaan, kegiatan promaosif Utara Tidak dapat Perencanaan,

Modal Daerah Promosi atau peruoahan Pengembangan parmeran potensi em promosikan Pengemioangan

Kabupaten/Kota Penanaman jodwal kegiotan lelim dan Promosi | investasi sehhingga potensi investasi lklim dan Promosi
Maodal promosif Penanaman dioatalkan aleh daoerah pada skala Penanaman
Kabupaten (Kota pameran oerskala Modal event organiser fingkat nasicnal Maodal
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Mama OPD

Tujuan

Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

2. Milai Realisasi Investasi PMDMN dan PAMA
3. Persentase lzin Tereit Tepat Wakfu

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinfu Kakbupaten Konows Utara
: Mewujudikan Keadian Sosial dan Nilai Tamibah Dalam Pengelolaan Sumbber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
: Meningkainya Investasi Doerah dan Meningkaoinya Kualitas Pelayanan Perizinan

21 Jumlah Investor yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal [LEPR)

Pelayanan Ferzinan
dan Mon Perzinan
Secara Terpadu Safu
Fintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Dasrah
Kabupaten/ Kota

Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
MHonperizinan Berioasiz
Sistern Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
El=kironik

Jumilah Pelaku
Uzaha yang
mendapatkan
Pelayanan
Terpoadu Perizinan
dan Monperzinan
Beroasis Sistem
Pelayanan
Perzinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara Elekironik

pelakzanoan

Permohanan izn
vang fidok dapat
diterima pada
saat pendaftaran
izin

Kepala Bidang
Fenyelengaaraan
Pelayanan
Perszinan dan Mon
Perzinan

Berkas
permohonan yoang
tidak lengkap dan
pelum benar sesuai
dengan ketentuan

Eksternal

uc

FPemohon |zin harus
perkal kali datang
unfuk mendaftarkan
izin usahanya

Kepala Bidang
Fenyelenggaraan
Pelayanan
Pefzinan dan Mon
Perizinan dan
Masyarakat Pelaky
Usaha
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Pemantauvan Jumlah Kegiotan |pelakzanoon |Permohonan izin Fepala Bidang Berkas Eksternal UC  |Permohon lzin hars Kepala Bidang
Permenuhan Komitmen  |Usaha dari Pelaku vang fidak dapat Penyelenggaraan |permaohonan yang oerkal kali datang Penyslenggaraan
Perzinan dan Mon Usaha yang diterima pada Pelayanan tidak lengkap dan unfuk mendaftarkan Pelayanan
Perzinan Penanaman  |mendapat saot pendaftaran Perizinan dan Mon |oelum benar sesuaqi izin usahanya Perizinan dan Mon
Modal Pemantauan izin Perzinan dengan ketentuan Perizinan dan
Pemenuhan Masyarakat Pelaku
Eomitmen Usahko
Perizinan
Beruzaha dan
Maon Perizinan
Penanaman
hModal
Koordimosi dan Jumlah kegiofan |pelaksanocan  |Maosyarakat Kepala Bidang Peruoahan regulasi (Eksternal UC |Komplain dari Espala Bidang
Sinkronizasi Penetapan  |usaha dari pelaku bslum Penyelenggaraan |pusat yang belum pemahon/pelaku Penyslenggaraan
Pernberian usaha yang memahami Pelayanan diikuti dengan revisi uzaha dan Pelayanan
Fazilitasfinsentif Docrabh |melakukan perubahan Perizinan dan Mon |aturan di dasrah, rrasyarakat Perizinan dan Mon
Koordinasi dan regulasi perizinan Perizinan oelum Perizinan dan
Sinkronisasi dan kompleksnya terakomod asi Masyarakat Pelaku
Penetapan materi selurahnya Usaha
Pemberian pengaduan aturan/regulasi
Fasilitas/Insentif [Diluar unifuk pengamicilan
Diaaerain kswenangan ksputusan,
DPMPTSP) Kurangnya
pemahaman
Masyarakat

terhadop regulasi
periziman, 300
Penyelenggara
Perizinan dan Mon

Perizinan yang
teroatas
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Mama OPD

Tujuan

Saszaran Strategis
Indikator Kinerja Utama

1 |Pelayanan Perzinan
dan Non Perzinan

Pintu dilidang
Penanaman Modal

yang Menjadi

Kabupaten/ Kota

Secary Tempadyu Safu

Kewenangan Daerah

REGISTER RESIKO DAM RENCANA PENGENDALIAN

: Dinas Penamnaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinfu Kabupaten Konowes Utara
: Mewujudiean Keadian Sosial dan Miai Tamioah Dalam Pengelolaan Sumikcer Doaya Alam Guna Meningkatkan Doya Saing Bkonomi
: Meningkainya Investasi Daerah dan Meningkainya Kualitas Pelayanan Perzinan
;1. Milai Indeks Eepuasan Masyarakat [[KM)

Pengslolaan
Pengaduan

Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Mon
Perizinan

Layarnan Konsultas dan

Masyarakat Terhadap

Jumlah crang
yang
mempersleh
loyanan
Konsultasi dan
Pengelolaan
Pengoduan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Terpadu Perizinan
dan Mon
Perizinamn

pelaksanaan

Mosyarokat
ealum
mermahami
perulcahan
regulasi perizinon
dan kompleksnya
materi
pengaduan
[Diluacr
Eswenangan
OPMPTSP)

Kepala Bidang
Pengaduan.
Kebkbijakan dan
Pelaporan
Pelayanan

Peruoahan regulasi

pusat yang belum

diikwdi dengan revisi

aturan di daerah,
elum
terakomodasi
seluruhnya
afuran fregulasi

unfuk pengamiilan

keputusan,
FKurangnya
pemahaman
Mosyarokat
fernadap regulasi
perizinan, 00
Fenyelenggara
Perizinan dan Mon
Perizinan yang
teribatas

Ekstermal

uc

Komplain dari
epemohon/pelaky
usaha dan
rmasyarakot

Kepala Bidang
Pengaduan,
Kekijakan dan
Pelaporan
Pelayoanandan
Masyarakat Pelaku
Usaha
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Pengslolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
Mon Perizinan yang
Terintegrasi pada
Tingkat Daerah

Fabupaten/Kata

Pengolaharn, Jumnlah Dota dan | pelaksanaan |Informosi Kepala Bidang Permanfoaton dan | Eksternal uc Eaormplain dari Kepala Bidang
Penyajian dan Informasi pelayanan Pengaduan, penoelolaan pemohon/pelaku Pengaduan,
Permanfaatan Dota Perizinan dan periziman melalui Esbijakan dan teknclogi informasi usaha dan Fekijakan dan
dan Inforrmas Man Perizinan IT lpelurm Pelaporan yang belum rmasyarakat Pelaporan
Perzinan don Mon Beroasis dimanfaatkan Pelayanan rrvaksimal berkaitan dengan Pelayanandan

Perzinan Berbasic
Sistem Pelayanan
Perzinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara Blekironik

Sistem Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara Elekironik
yang diclah,
dikaji dan
dimanfaatkan

masyarakat
dengan cptimal

prosedur perizinan

Masyarakat Pelaku
Usaha
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Sasoran Srotegis
Indikator Kinega Utam:a

REGISTER RESIKC DDAM REMCAMNA PENGENDALIAMN

: Dimas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sotu Pintu Kabupaten KEonoaes Ulara

o 1. Milail Indeks Kepuasan Masyorakat (KR
2. Jumrlah Investor yang Menyompaikon Laporon Eegiatan Penanaman Modal [LEPR)
3. Milai Realisasi Investasi PMDN dan PRA

KMewujudkon Keadilan Sosial dan Milai Tambah Dalam Pengelclaan Sumioer Doya Alam SGuna Meningkotkan Doya Saing Ekcnomi
Keningkotnya Investas Doerah dan Meningkainya Kualitas Pelayanon Perizinan

1 |Pengendalian
Pelaksanoom
Penanaman Modal
yorg Menjadi
Fewenangan Dosrah
Labupaten/Fota

Koordinasi dan
Sinkronisosi
Permantauan
Pelaksanoon
Penanarman Modal

Jurmnlah Usaha
dar Pelaku Usaha
yang melalukoan
Foordinasi dan
Sinkronisasi
Permantauan
Pelalksanaan
Pernanaman
Miockal

Foordinas dan

Pelaksanaon
Penanaman Modal

Sinkronizoasi Pemicinoan

Jurnlalh Usaiho
dari Pelaku Usaha
Yang
mendapatian
pembinoacn
Emanaman
mriccial

peloksanaan

Tidaik, Qoo
mielakukan
pemantosan dan
peminacn
langsung di
lapangan
kepada inveshor

Fepola Bidang
Pengendalian
Pelaksanoman
Penamanan
hodal dan
Inforrmosi
Penamnarman
Modal

Fondisi cuaco,
kocndisi jalan yang
sulit serta
kendoraan
operasional yong
terootas dan tidak
rerradail

Uz

Menurunnya jumlah
LEPM yang
beerdampak juga
dengan penurunan

nilai realizos investosi

kepala Bidong
Pengendalian
Pelaksanaan
Pemamanan
Modal dan

Inforrnasi
Pemnananman
Miodial
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Eoordinas dan
Sinkronisasi
Pengonwasan
Pelaksanoon
Penanaman Modal

Jumiain Usaha
dlar Pelaky Usaha
yang melakukan

FKoordinasi dan

Sinkronisasi

Pengonwasan

pelakzanaan

Eeterdamicatan Kepaola Bidang | Sistem Proses
Penyelesaian Pengendalion |Pensriban
Persefujuan Pelakzanoan Persetujuan yang
Kesesuaian Penamanan rriasih sermi manoal
Kegiatan Niodal dan
Permanfaatan Inforrmeasi
Ruarng Mon Penanarman
Berusaha Meodal
Proses |dentifilkosi Kepala Bidang Eeterbatasan
Lokasi yang Pengendalian [urrilan dan
dimchonkan Pelakzanoaan kompetenszi) S0M
melekihni standar Penamanan Yoo
ko Niodal dan melaksanakan
IFfcrrmcsi proses di lokosi
Penanarman
Mool

Kondisi Lokasi Kepala Bidang |Petugos Penerima
peroeda dengan Pengendalian |Berkos Permchonan
dota di berkas Pelakzanoan Kurang Cermat
cadrministrosi Penamanan atau Tidak Teliti

Modal dan atas

Inforrmas Kesesugian/Kelbeno
Penanarman ran Kelengkopan
MNeodal Berums

El=ternal

uc

Komplain dan
kefidakpuosan dari
Pemohon dan Proses
Pengamicilan
Eeputusan menjodi

larna atau terhambat

Eepala Bidang

Pengendalian
Peloksanoan
Penarmarnan
Modal dan

Informasi
Penanaman
Modal dan Pelaku
Usakhoa
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.2.3 Mitigasi atau Penanganan Risiko dan Hasil Penerapannya

Dari hasil tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalaom rancangan
aktivitas pengendalian  intern yang berfokus pada  upaya
penanganan risikko yang berpotensi menghambat pencapaian
tujuan utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Penanganan (mitigasi) risiko; pada dasarnya merupakan upaya
manajemen untuk menangani risiko yang tidak masuk dalom
kategori acceptable. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan:
mengurangi kemungkinan terjadinya risiko,menurunkan dampak risiko,
menghindari risiko, menerima risiko,membagi atau mengalihkan risiko.

Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi / menghentikan
dampak negatif (kerugian) yang sudah terjadi. Adapun hubungan
pengelolaan risiko dengan pengendalian internal. Titik temu utamanya
adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan
(preventive action) atau membangun sistem peringatan dini (early
warning system or alert system) yang efekfif di skpd, dimana berbagai
risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi,
diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (controllable
risk).

Mitigasi risiko  harus melingkupi berbagai kontrol yang saling
tumpang tindih. Beberapa diantaranya proses yang ditujukan untuk
mengurangi kemungkinan suatu informasi kegagalan, dan beberapa
bagian lain untuk bekerja untuk mengurangi jumlah kerugian yang
disebabkan oleh kegagalan itu. Fungsi kontrol memastikan bahwa
apapun bentuknya dimana ancaman terwujud, maka ada satu
kesempatan atau lebih, kontrol akan ada untuk memitigasi risiko.

Untuk lebih jelasnya mitigasi risiko dan hasil penerapannya pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Konawe Utara, dapat diuraikan pada Matriks berikut :
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RTP-SPIF DPHPTSO KONUT, 2023

INSTAMSI PEMERINTAH
UNIT KERJA

MATRIKS RISIKO

: PEMERINTAH KABUFATEN KONAWE UTARA
> DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IDENTIFIEASI RISIKO

MITIGAS] RISIKC

HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKG

1

Perencanaan yang tidak terintegrasi
dalam satu unit kefa

Melibatkan semua pejabat struktural DPMPTSP Kabupaten Eonowe Utara dalam
penyusunan dokumen perencanaan.

Tujuan dan Sasaran Crganisasi DPMPTEP
Dapat Tercapai

Felaporan Laporan Kinera SKPD yang
fidak tepot wakty

Melakukan Rapat Kocrdinasi Internal Dalam Rangka Penyusunan Doekumen
Ferencanaan.

Target Indikator Kinefja Crganikas
DPMPTIP tepat sasaran

Terjodi kefidakselorasan antara
rencanad sfrategis dan pefjanjian
kinerja dari sisi penentuan indikator
kinera dan target

Penyusunan Dokumen Perencanoan Mengacy poda Peraturan Menter Dalam Megeri
Mamaor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pemipangunan Daerah, tota Cara Evalueas Rancangon Peraturan doerah Tentang
RPJPD sera tata cara RPJMD dan REKPD.

Fualitas Laporan Akuntakilitas Kinerjo dan
Implemeniasi Reformasi Binokras menjadi
lekih baik

Melbatkan semua pejabat struktural DPMPTIP KEabupaten Eonowe UWtara dalam
penyusenan dokumen pehanjion kinerja.

Melaksanakan atau Mengikuti Bimbingan Teknk Tentang Penyusunan Pefjanjion Einsrja
ZKPD.

Penyusunan Dokumen Pefanjian Kinefja Mengacu pada Peraturan MenpanRE Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekniz Perjanjian Kinera, Pelaporan Kinerfja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerntah,

Fualitas Loporan Akuntakilitas Kinerja dan
Implementasi Beformasi Birckrasi menjadi
lekin baik, dapat dicuktikan dengan Nilai
SAKIP Kabupaten Eonawe Utara
memparcleh predikat "B" dan Reformasi
Birokrasi (RB) mempercleh predikat "CC".

Page | 69




IDENTIFIEKAS] RISIKC

MITIGASI RISIKO

HASIL PENERAFAN MITIGAS] RISIKS

Terlamibatnya Pelaporan Kevangan
SEPD

Melipatkan semua pejabat struktural dan Staf DPMPTEP Kobupaten Konawe Utara
dalam penyusunan RICAREAP/DPA/DPAP-SKPD DPMPTSP.

Tidak S=mua Jenis Pakoian Dinos
daopat Teranggarkan

Membentuk Tim Kerjo Penyusunan REASREAP/DPAJDPAP-SKPD DPMPTIP.

Alokasi Anggaran tidak sesuai dengan
kekbutuhan kantos

Menyusun 30OFP [Standar Operasiconal Prosedur] Tentang Pengadoan Barang dan Jasa.

kelekbihan dalam pengalckasian alat
fulis kantor dan makan minumn harian

pegawal

Eelekbihan dalam pengalckasian
piaya fotocopy dan penjilidan

Penyusunan Dokumen EEA/REAP/DPASDPAP-SEPD DPMPTEP Mengacu pada Peraturan
Mernter Dalam Meger Homor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Bzlanja Dasrah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menter Dalam
Meger Momor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelclaan Keuangan Daesrah,
Peraturan Pemerintah Momaor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelclaan Keuangan Dasrah.

Peruntukan Bahan/Material yang
fidak tepaf sasaran, bukan vriuk
bangunan kantor tetapi wrbuk
kegiotan dilopangan

Penyesuaian dan pelaksanaan Jodwal Pengadaoan Barang dan Josa sesuai
sebagaimana yang terinput dalam Sistem RFencana Umum Pengadaan [SIRUP) LEPP
terintegrasi Sistem Informasi Pemerintahan Dasrah (3IPD)

Fualitas Mebel yong disediakan fidak
sesual dengan kebutuhan

Melaksanakan atau Mengikufi Bimbingan Teknis Tentang Penyusunan Dokumen
REASREAP /DPASCPAP-SKPD.

Fengodoan peralatan dan Mesin
Lainnya terdamioat dilaksanakan dan
fidak sesuai dengan rencana
operasional pelaksanoan

Feralatan dan perlengkapan kantor
Harmanya Peralotan Komputer yang
Tidak terawat dan Terkena Virus

Terjodi Pemuiuzan Sementara
samkbungan jaringan listrik, infermst
dan air bersih

Baonyak Juraft Menyurat yang fidak
terkiFim

Eualitas Laporan Kewvangoan Pemerintahn
Casrah [LEPD) menjadi lekih kbaik
dibuktikan dengan predikat WTP [Wajar
Tanpa Pengecualion] dor BFE-RI
Kakbupaten Konaws Uara & kali berfurui-
turut.

Serapan Anggaran DPMPTESP Eaboupaten
Eonowe Utara dapat tersalisasi secara
maksinnal.
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IDENTIFIEAS]T RISIKC

MITIGAS] RISIKO

HASIL PENERAPAN MITIGAS] RISIKC

3 |Eehaodiran Peserda Rapat Koordinasi Selektif dalam mengikuti perfalanan dinas dan pencermatan penjadwalan kegiatan. Eehadiran pada rapoafrapat koordinasi
Rendah dan konsultasi dilvar doerah sesuai jadwal
Eesulitan dalam pengurusan Bekerjasama dengan agen pefjalanan unfuk tiket pesawat dan hotel yong kiza vang diharapakan.
akomodasi perjalanan dinas, sulit dibayar pada saat biaya fersebut telah tersedia sesuai jadwal.
mendapatan fiket yang mendadalk

4 |Honcrarium Tenoga Mon PRES Tidak Permkbinaan Tenaga Mon AN dan menetapkan Standar minimal kinerfa Pegawai Non Einera Pegowail Mon PMNS dapat lekik
dopat disesuaikan dengan Kinerja ATM. terukur.

Pembuatan Konfrak Kerjo anfara Pegawai Mon PHE yang bersangkutan dengan
Permserintah Dasrah dalam hal ini DPMPTEP Eaouvpaten Konowe Utara.

5 |Terhambatnya pekerjoan akibat dari |Instruksi poda pemegang kendaraan agar lekih cermmat memeriksa kondisi kendaraan. |Pengalokasian Pengadaan Kendaraan

kendaraan yang rusak atau mogok Oinas Barw unfuk pemegong kendaraan
dinas yang sudah fidak layak pokai
Borosnya Pemakaian BEM Mengganti mokil tua dengan mokil yang lekih layak pakai. sehingga kinera pegawai lebin opfimal.

4 |Penstapan Eskijakan Dasrak Eoordinasi dengan selurvh bidang dan sekretardat DPMPTEP dan istansi terkait serta Penyusunan Peraturan Bupati Tentang
Mengenai Pemberian Fasiitas/Insentif |pengolahan dota pendukung dengan mengagunakan tenoga ahli atau pihak ketiga. Pemberan Inseniif dan Kemudahan
dan Kemudahan Penanaman Modal Inwestas dapat selesal dengan data yang

valid dan dapat diperfanggungjowabkan.
Eoordinosi dan Sinkroniasi Penstapan Peningkatan Pelayanan Perizinan
Permiberian Fasilitas/insentif Dasrah
7 |Evaluasi Pelaksanaoan Pemberian Mengirimkan suraf pembertahuan uniuk pemenuhan komitmen perzinan vsaha sektor |Terkbitnya Perzinan Berusakha dan

Fasiltas/Insentif dan Kemudahan
Fenanaman Modal

Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Periziran dan Mon Perizinan
Penaonaman Modal

perdagangan dan industri atau dihvkbungi melalu email ataw applikasi whotapp

Fasilitasi dan sinkronisasi pemenuhan komitmen perizinan sektor perdagangan dan
insdusin pada O55 RBA

Melakukan Pemantauvan dan Pengaowasan Rutin dan Insidental terhadap kegiatan
penzinan obemnsaha

Pemenuhan komitmen perzinan vsaha mengacu pada Peraturan Pemerinfah Momaor 5
Tahun 2021 tentang Penyvelenggaraan Perzinan Berusakha Bericasis Risiko seloagai
petunjuk tekniz pelaksanaan

Permsenuhan komitmen perzinan usaha mengoacu pada Peraturan Pemerintah Momor &

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perzinan Berusaha di Dosrah

Persyaratan Casar Perzinan Berusaha
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Mo IDEMTIFIEAS] RISIKC MITIGAS] RISIKD HASIL PENERAPAN MITIGAS] RISIKC
& |Penyusunan Rencana Umum Koordinazi dengan seluruh bidang dan sekretardat DPMPTEP dan istanszi tercait serda Penyusunan Dokurnen Remncana Umum
Penanarman Modal Daerah pengolahan data pendukung dengan menggunakan fenaga ahli atau pihak ketiga Penanaman Modal Doerah Kabupaten
Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Eonowe Utara dapat selesai dengan data
yang valid dan dapaf
dipertanggungjawabkan
7 |Pelaksanoan Kegiatan Promosi Koordinaz dengan event organizer pelaksana kegiatan promaosi jauh-javh har Fabupaten Konawe Utara dapat
Penanarman Modal Daerah sebelumnya sehingga dapoat diperspakan secara matang mempromosikan potens investas daerah
Eaoupaten/Kota poda skala tingkat masicral
10 |Penyediccan Pelayanan Termacdy Pemberian informasi yang lekih jelas atauw memiced pemahaman kepada pemohon izin |Indeks KEepuasan Masyarakot [I[EM) poco
Periziman dan Nonperzinan Berbasi tentang persyaratan perzinan Pelayaman Pulklik DPMPTEP Kakbupaten
Sistem Felayanan Perzinan Berusaha  |ps|akukan penambahan SDM pelayanan perizinan atau melakukan rotasi SDM yang Konawe Utara mengalami peningkatan
Terintegrasi Jzcora Elekironik s=suai dengarn kualifikasi teknis
Melaksanakan Sosializasi Layanan Perizinan
Mengikuti Bimbingan Teknis otauv Pelatihan atau Workshop Tentang Peningkatan
Eapasitas SDM Pelayanan Pedzinan
11 |Layanan Konzsuliasi dan Pengelolaan |Koordinasi dengan SKEPD Pengampy Regulasi dan SEPD Teknis yang berkompeten Indeks Kepuasan Masyarakat [[KM) pada
Pengoduan Masyarakat Terhadap dengan materd aduvan Pelayamnan Pulklik DPMPTEP Kakbupaten
Felayanan Terpadu Perizinan dan Merngusulkan penambahan SDM sesuai dengan hasil ANJAS dan ARE Konawe Utara mengalami peningkatan
MNon FPerizinan hMelakukan Ropat Koordinas dengan SEPD terkait
Merniouat Eegulasi atau Peraturan di daserah yang terkait dengan Pengelalaan
Pengaduvan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yaifu Keputuzsan Bupafi Konawe
Utara Momaor 331 takhun 2017 Tentang Standar Pelayanan Pulclik Pada Dinos Penancaman
Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
12 |Pengclahan, Penyajian dan Melakukan kefozama dengan stakeholder salah sotunya pengusaha cinemax, media |Indeks Kepuasan Masyarakat [[KM)
Pemanfactan Data dan Informasi videoiron dal lain-lain unfuk Mmenayangkan video layanan perizinan terhadap Pelayanan Publik DPMPTSP
F'.Eri::ir'run dan Men F‘er_i:ijnun Beroask Koordinasi dengan 3EPD yang membidangi teknclogi informas dan pihak pengemibang FC-::b_up’ren Konawe Utara mengalami
Sistem Pelayanan Perzinan Berusaha penngkatan
Terintegrasi Secara Elektronik . — p p
Melakukan sosializas pelayanan perizinan dengan pemanfaatan [T, yakni melaui
brocklet perzinan meliputi melalui radic, media televisi dan media cetak
Melakukan penyederhanoon aplikas perzinan yang lekih mudah di akses cleh
masyarakat dan aplicatif
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13

IDENTIFIEASI RISIKO

Koordinasi dan Sinkronisasi
Femantauan Pelaksanaan
Fenanaman Modal

MITIGASI RISIKO
Melakukan Focedingsi dengan seluruh bidang daon sekretariat DPMPTEP dan 3EPD terkait

Foordinasi don Sinkronisas
FPembinoan Pelakzanaan
Fenanaman Modal

Melakukan sosialisas kekijakan penanaman modal

Foordinasi don Sinkronisas
Pengowazan Pelaksanaan
Fenanaman Modal

Melaksanakan bimoingan teknis fentang perizinan berusaha

HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO

Pemahaman masyarakat pelaku usaha
mengendi kefentuan penonarman modal
mengalamai peningkatan
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Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023
merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini
dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar
pertimbangan pembuatan Statement of Responsibility dalom laporan

keuangan.
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istem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari
pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang
membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh
komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai
sasaran dan tujuan instansi pemerintah

Semua SKPD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan
kegiatan serta menindaklanjuti  hasil pemantauan  kegiatan dengan
menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta
tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Konawe
Utara pada umumnya, dan di Lingkungan Dinas Perhubungan pada
khususnya.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untfuk
merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan pembangunan
infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai
tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap managjemen dan seluruh pegawai serta
ditunjong manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta
akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga
peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP  secara bertahap dan

berkelanjutan akan dapat tercapai.

Wonggudu 02 Januari 2023
j210) - Penanaman Modal
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SK SATGAS
SPIP DPMPTSP
KABUPATEN KONAWE UTARA

https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id




PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
' DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JIn. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 800/003.9/DPMPTSP/1/2023

TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, diperlukan koordinasi antara
instansi terkait serta penguatan pelaksanaan
Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Konawe Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe

Utara;
c. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung  Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

j- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran
2023;

1. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara
Tahun Anggaran 2023;

m. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 tahun
2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KONAWE UTARA TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA DINAS DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023.
Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah  Pada  Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 dengan Susunan
Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini;

Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah:

a. Melakukan sosialisasi dan akselerasi penerapan
SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe
Utara;

b. Melakukan pemetaan penerapan SPIP di lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

c. Mendorong dan memfasilitasi penerapan SPIP di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara; dan



d. Menjadi Counterpart (Reakan Kerja) dalam proses
penilaian maturitas SPIP oleh Satgas SPIP
Kabupaten @ Konawe Utara dan/atau BPKP
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satgas sebagimana
dimaksud DIKTUM kesatu bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Melalui DPA-SKPD Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
KELIMA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
: ANAN TERPADU SATU

' AN RUL, ST., MM
Pembma TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Konawe Utara (sebagai laporan);

2. Wakil Bupati Konawe Utara (sebagai laporan);

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Konawe Utara;

S. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE

UTARA

NOMOR : 800/003.9/DPMPTSP/1/2023
TANGGAL : 03 Januari 2023

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KONAWE UTARA

No. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
1. | Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM KEPALA DPMPTSP PENANGGUNGJAWAB
2. | MARJONO, S.Pd.,M.Si SEKRETARIS DPMPTSP PENGARAH
3. | RIYAS ARITMAN, SP.,M.Si KEPALA BIDANG KETUA
PENGADUAN KEBIJAKAN
PELAPORAN PELAYANAN
4. | SUPRAPTO, S.Si.,M.A.P KEPALA BIDANG WAKIL KETUA
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DAN
INFORMASI
5. | MISNAWATI, S.Sos.,MM KEPALA BIDANG SEKRETARIS
PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN IKLIM
DAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL
6. | ALEX AKHLIS, S.Hut.,M.P.W.K KEPALA BIDANG COUNTERPART

PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PE NAN TERPADU SATU
PINT “KABUPATEN KONAWE UTARA,

sina TK.I, Gol. IV/b

NIP. 19760817 200502 1 010




